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ABSTRACT

Collective violence is an act that has the potential to cause serious
disruption to public order and the community's sense of security. Therefore,
Indonesian criminal law specifically regulates it in Article 170 of the Criminal
Code (KUHP).

The objective of the research was to analyze the application of Article 170
paragraph (2) 1 of the KUHP in collective violence, examine the legal
construction of joint violence from the perspective of Indonesian positive criminal
law, and analyze the judge's legal considerations in issuing the verdict in case
Number 1935/Pid.B/2025/PN Mdn.

The research method used is normative legal research with a descriptive
analytical nature, supported by field research. Data were obtained through a
literature review of laws and regulations, criminal law doctrine, and court
decisions, combined with interview results to confirm judicial practice.

The results indicate that the application of Article 170 paragraph (2) 1 of
the Criminal Code, which carries a maximum sentence of seven years'
imprisonment for intentionally damaging property or if the violence used results
in injury, was appropriate, as all elements of the offense were legally and
convincingly proven. The legal construction of the crime of joint violence places
the element of togetherness as the primary aggravating factor without requiring a
detailed division of roles. The judge's legal considerations in this case reflected a
balance between juridical, sociological, and philosophical aspects, taking into
account protection for the victim, the social impact of the act, and justice for the
defendant;s'.r],?‘i%ts, the decision is legally accountable and reflects the objectives of
punishmenm@r h{donesian positive criminal law.
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ABSTRAK

Tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama merupakan
perbuatan yang berpotensi menimbulkan gangguan serius terhadap ketertiban
umum dan rasa aman masyarakat. Oleh karena itu, hukum pidana Indonesia
mengaturnya secara khusus dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pasal 170 ayat (2)
ke-1 KUHP dalam tindak pidana kekerasan secara bersama-sama, mengkaji
konstruksi hukum kekerasan dengan tenaga bersama dalam perspektif hukum
pidana positif Indonesia, serta menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam
menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 1935/Pid.B/2025/PN Mdn.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif
dengan sifat deskriptif analitis, yang didukung oleh penelitian lapangan, data
diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan,
doktrin hukum pidana, dan putusan pengadilan, serta dikombinasikan dengan
hasil wawancara sebagai bahan konfirmasi praktik peradilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 170 ayat (2) ke-1
KUHP dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja
merusakkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka
telah dilakukan secara tepat, karena seluruh unsur delik terbukti secara sah dan
meyakinkan. Konstruksi hukum tindak pidana kekerasan dengan tenaga bersama
menempatkan unsur kebersamaan sebagai faktor pemberat utama tanpa
mensyaratkan pembagian peran yang rinci. Pertimbangan hukum hakim dalam
perkara tersebut telah mencerminkan keseimbangan antara aspek yuridis,
sosiologis, dan filosofis, dengan memperhatikan perlindungan terhadap korban,
dampak sosial perbuatan, serta keadilan bagi para terdakwa. Dengan demikian,
putusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan mencerminkan
tujuan pemidanaan dalam hukum pidana positif Indonesia.

Kata Kunci: Penerapan, Pasal 170, Tindaka Pidana, Kekerasan
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FORM.F. 1

Kepada : Yth. Bapak/Ibu Ketua Program Studi
Perihal : Permohonan Persetujuan Judul

Dengan hormat, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa  : Taslim

NPM : 245114069
Jurusan/Prog. Studi  : Ilmu Hukum
Kredit Kumulatif

No. Judul yang diajukan Persetujuan

Analisis Yuridis terhadap Penerapan Pasal | PCC. 1 W YZ=s) )68
170 Ayat () KUHP dalam Tindak Pidana

Kekerasan (Studi Putusan Nomor .
845/Pid.B/2024/PN Mdn) %M sy
Tinjauan Hukum terhadap
Pertanggungjawaban Pidana dalem Kasus
2 |Kekerasan menurut Pasal 170 Ayat (1) KUHP 7C
(Studi Putusan PN Medan Nomor
101/Pid.B/2024)
Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus
3 |Kekerasan menurut Pasal 170 Ayat (1) KUHP 2(

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No.
101/Pid.B/2024)

Demikian permohonan ini disampaikan untuk pemeriksaan selanjutnya. Atas perhatian Bapak/ Tbu
diucapkan terimakasih.

@M J 0)“ W MW’ fﬁ MH Hormat pemoho!
W 1 Ohl(/ahw( Boolaty M,SH,M
PERUR IS AT AREIN Y,

(Taslim)
Keterangan :
Dibuat rangkap 3 : - Asli untuk fakultas
- Duplikat untuk Ketua Prodi
- Triplikat untuk arsip yang bersangkutan.
Catatan :

Paraf dan tanda ACC Ketua Program Studi pada lajur judul yang disetujui dan silang pada lajur yang ditolak.
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FORM.F. 2

PERSETUJUAN JUDUL SKRIPSI
Nomor : 289 A/ Fet /umniaw [ A-39 [2025

Kepada
Saudara :Taslim
Tempat, Tgl.Lahir  : Medan, 15 Agustus 1972
NPM : 245114069
Program Studi :Ilmu Hukum
Fakultas :Hukum

setelah mempertimbangkan usulan judul/topik skripsi yang telah saudara ajukan tanggal 15 Januari
2025 maka pihak fakultas berketetapan untuk memutuskan judul penelitian saudara :

Analisis Yuridis terhadap Penerapan Pasal 170 Ayat (1) KUHP dalam Tindak
Pidena Kekerasan (Studi Putusan Nomor 845/Pid.B/2024/PN Mdn)

Selanjutnya, diminta agar saudara menyusun proposal skripsi. Disampaikan bahwa, judul/topik
tersebut dapat disempurnakan dengan persetujuan kedua pembimbing, selama secara substansial tidak
dirubah .

Medan,
Ketyy Jurusan / Ketua Prodi

Tembusan :
- Asli untuk mahasiswa
- Copy pertinggal untuk fakultas

Rangkap 2
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FORM.F.3

Nomor : 29A/UMNAW/FH/A.31/202€
Lam : Satu set proposal
Hal : Penghunjukan Pembimbing

Kepada Yth.
Saudara
Dr. Halimatul Maryani, S.H.,M.H (Pembimbing I)
di.-
Medan
Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Dengan ini saudara ditugaskan sebagai pembimbing dalam penyelesaian Proposal dan
Skripsi Saudara :
Nama :Taslim
NPM : 245114069

Jurusan/Prog.Studi  : I1mu Hukum
Dengan Judul :

Analisis Yuridis terhadap Penerapan Pasal 170 Ayat (1) KUHP dalam
Tindak Pidana Kekerasan (Studi Putusan Nomor 845/Pid.B/2024/PN
Mdn)

Selanjutnya dipersilahkan Saudara menelaah dan menyempurnakan isi Proposal dan Skripsi
tersebut.

Khusus mengenai judul/topik Proposal dan Skripsi dapat disesmpurnakan selama tidak keluar
dari substansi. Bimbingan dilakukan bab per bab dan draf ditulis oleh mahasiswa.

Atas kesediaan Saudara membimbing mahasiswa kita tersebut diucapkan terima kasih.

N TR

Dr. Halimatul Maryani, S.H.M.
NIDN. 0120087804

Tembusan :
1. Mahasiwa ybs.
2. Arsip fakultas

Rangkap 2
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BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

1. Nama : Taslim

2. NPM 1245114069

3. Jurusan/Prog. Studi  : Ilmu Hukum

4. Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Pasal 170 Ayat (1) Kuhp Dalam

Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama Studi Putusan Nomor 1935/Pid.B/2025/PN Mdn
5. Pembimbing [*/II*  : Dr. Halimatul Maryani, S.H.,M.H
Jabatan Akademik

Tanggal Materi Paraf Keterangan

23-08-2025 | Acc judul
10-09-2025 | Judul skripsi dinilai relevan dan layak untuk 7
diteliti, dengan arahan agar penulisan ayat pasal
dan redaksi judul digunakan secara konsisten
29-10-2025 | Latar belakang telah menggambarkan urgensi 1
tindak pidana kekerasan secara bersama-sama dan
dasar yuridis Pasal 170 KUHP, namun perlu
diringkas  serta  lebih  difokuskan  pada ‘4
permasalahan penerapan unsur “tenaga bersama”
dan “terang-terangan” dalam putusan yang diteliti.
17-11-2025 | Sistematika pembahasan diarahkan agar lebih
terstruktur sesuai dengan rumusan masalah, 1
khususnya pada analisis penerapan Pasal 170
KUHP dan pertimbangan hukum hakim dalam
Putusan Nomor 1935/Pid.B/2025/PN Medan. 31‘
03-12-2025 Pembahasan dan perbaikan Bab II
23-12-2025 | analisis terhadap permasalahan hukum yang

diteliti.

08-01-2026 | Evaluasi kesesuaian penulisan skripsi dengan
pedoman akademik fakultas hukum

29-01-2026 | Acc Skripsi

Dr. Halimatul Maryani, S.H.,M.H
Catatan :

1.Berita acara bimbingan skripsi ini ditandatangani Dekan pada saat pengajuan
Berkas ujian meja hijau.
2.Penyerahan skripsi dan atau abstrak kepada panitia untuk ditandatangani

Rektor paling lambat 14 hari setelah ujian meja hijau.

Ranokan 7
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FORM. F. 5
BIODATA WISUDA
NAMA : Taslim
TEMPAT LAHIR : Medan
TANGGAL LAHIR : 15 Agustus 1972
NPM 1245114069
NIK 0 1271181508720004
NPWP :97.157.712.7-113.
FAKULTAS : HUKUM HEna. 1-13 000
TGL. SIDANG  © e, -
JURUSAN : ILMYU HUKUM JENIS KELAMIN - Laki-laki
PROGRAM STUD! : [LMU HUKUM ALAMAT LENGKAP : Ji. Kemuning V no.287 Blok 5
Perumnas Helvetia Kel. Helvetia
Medan, Januari 2026 Keulodan Helvera
NO. HP/WA MAHASISWA : 081361471244
/IA/‘/ NO. HP/WA ORANG TUA : -
NAMA ORANG TUA/
Taslim BAPAK DANIBU  : Bapak : H. Anwar Suhaimi
(alm) Dan Ibu: Hj. Tasmiah

JUDUL SKRIPSI :
Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Pasal 170 Ayat (1) Kuhp Dalam Tindak Pidana Kekerasan
Secara Bersama Studi Putusan Nomor 1935/Pid.B/2025/PN Mdn

Pembimbing Skripsi :
1. Dr. Halimatul Maryani, S.H.,M.H
117 (7 £ o RN ONSN 20
A.n Panitia
2. Kabag Uji;
Nelly Tridawati Pohan, S.Kom
Catatan:

1. Dibuat rangkap 2 masing — masing untuk
a. Biro Adm. Akademik
b. Birc Adm. Kemahasiswaan
2. Disampaikan langsung ke Biro
bersama dengan menyerahkan undangan ujian

Rangkap 2
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FORM.FU. 1

Kepada Yth.

Rektor/Ketua Panitia Ujian Sarjana

¢/q Dekan Fakultas

Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan

Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Dengan hormat
Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Taslim

Tempat, tanggal Lahir  : Medan, 15 Agustus 1972

NPM : 245114069

Jurusan/Prog.Studi : Ilmu Hukum

Agama : Islam

Alamat : J1. Kemuning V no.287 Blok 5 Perumnas Helvetia Kel. Helvetia Kec.Medan
Helvetia

Mengajukan permohonan agar dapat mengikuti ujian mengakhiri jenjang pendidikan S-1.

Berkas sidang mahasiswa untuk mengikuti ujian :

Surat Keterangan Keuangan (Form.FU.2)

Surat Keterangan Perpustakaan (Form.FU.3)

Persetujuan Mengikuti Ujian (Form.FU. 4)

Undangan (Form.FU 5)

Ekspedisi Undangan Ujian Sarjana (Form.F U.6)

Lembar Penilaian (Form.FU.7)

Datftar Kumpulan Nilai (Form.FU. 8)

Berita Acara ujian (Form.FU 9)

. Permohonan Persetujuan Judul (Form.F.1)

10. Persetujuan Judul Skripsi (Form.F.2)

11. Penghunjukan Pembimbing (Form.F.3)

12. Berita Acara Bimbingan Skripsi (Form.F.4)

13. Biodata Wisuda (Form.F.5)

14. Transkrip Nilai dari semester I - VIIT

15. Photo copy lembar pengesahan skripsi yang sudah ditandatangani oleh Pembimbing I dan Pembimbing IT
16. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)

17. Sertifikat lulus mengaji (LPTQ)

18. Sertifikat Magang I1I dan Sertifikat KKN/KKM/KKA/PKL/Klinis

19. Surat pernyataan foto berjilbab (bagi yang menggunakan jilbab)

20. Photo copy ijazah SMA atau sederajat yang dileges

21. Photo copy ijazah D2/D3/S1 atau Surat Keterangan pindah serta transkrip nilai dan konversi nilai bagi mahasiswa transfer
22. Kartu Rencana Studi (KRS) dan Kartu Hasil Studi (KHS) dari semester 1-vil
23. Surat keterangan dari perpustakaan telah menyerahkan abstrak skripsi

24. Surat keterangan dari Pusat Bahasa telah menerjemahkan abstrak skripsi

25. Surat keterangan dari PKSI telah menyerahkan berkas

RN AW

Demikian permohonan ini saya ajukan, semoga panitia dapat mengabulkannya. Atas perhatian Panitia
saya ucapkan terimakasih.

Medan, _
Yang Memohon

Tasli
Rangkap 2
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sukahkah kamu aku tunjukkan suatu perrniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih.(10)(yaitu) kamu beiman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad dijalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.(11) (QS. Ash-Shaff: 10-11).
Dengan segala kerendahan hati di ucapkan syukur Alhamdulillah terhadap kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat hidayah dan karunianya sehingga dapat diselesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Selanjutnya shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi seluruh ummat manusia.

Disadari sepenuhnya bahwa isi dari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki peneliti. Oleh sebab itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Dengan pengalaman dan pengetahuan yang terbatas akhirnya Skripsi  ini dapat diselesaikan dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Pasal 170 Ayat (1) Kuhp Dalam Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama Studi Putusan Nomor 1935/Pid.B/2025/PN Mdn”
Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas dalam melengkapi syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan. Maka dengan kemampuan yang ada penulis berusaha menyusun skripsi ini dengan penuh kehati-hatian dan jeri payah yang tidak akan pernah dilupakan. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Firmansyah, M.Si., selaku Rektor Universitas Muslim Nusantara Al Washiyah Medan.
2. Bapak Prof. Dr. Anwar sadat, S.Ag., M.Hum, selaku Wakil I Rektor Universitas Muslim Nusantara Al Washiyah Medan.
3. Bapak Dr. Dedy Juliandri Panjaitan, M.Si sebagai Wakil Rektor II  Universitas Muslim Nusantara Al Washiyah Medan

4. Bapak Prof. Dr. Samsul Bahri, M.Si sebagai Wakil Rektor III  Universitas Muslim Nusantara Al Washiyah Medan

5. Ibu Dr. Halimatul Maryanai, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al Washiyah Medan, sekaligus pembimbing yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, masukan dan motivasi bagi penulis
6. Ibu Tri Reni Novita, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al Washiyah Medan; sekaligus Penguji II yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, masukan dan motivasi bagi penulis.
7. Bapak Dr. Muhammad Hizbullah, SH.I., M.A. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al Washiyah Medan

8. Bapak Dr. Syahrul Bakti Harahap, S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muslim Nusantara Al Washiyah Medan; sekaligus Penguji I yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, masukan dan motivasi bagi penulis.
9. Orang tua tercinta Bapak (Alm) H. Anwar Suhaimi, Ibu Hj. Tasmiah, Serta seluruh keluarga saya yang telah mendukung saya sampai sekarang;

10. Istri tercinta Mila Amna, Anak-anak ku tesayang APT. Seftia Husna, S. Fam, Tazkia Ramadhani, Zikri Al Furqan dan seluruh keluarga saya yang telah mendukung saya sampai sekarang;

Juga tidak lupa diucapkan kepada pihak yang membantu yang tidak bisa diucapkan satu-persatu. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua. Akhir kata diharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan mampu menambah wawasan pengetahuan bagi semuanya. Amin.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Medan,          April 2026
Penulis

Taslim 

NPM: 245114069
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BAB I

PENDAHULUAN

A.  
Latar Belakang Masalah

Tindak pidana kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat dan menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum serta rasa aman individu.
 Kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum merupakan tindakan yang tidak hanya merugikan korban, tetapi juga mencederai rasa keadilan sosial dan nilai-nilai hukum dalam masyarakat. Dalam konteks global, World Health Organization (WHO) melaporkan bahwa kekerasan interpersonal menyebabkan sekitar 475.000 kematian setiap tahunnya, dengan sebagian besar korban adalah laki-laki usia produktif.

Di Indonesia, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka kriminalitas khususnya tindak pidana kekerasan mengalami fluktuasi yang signifikan dalam dekade terakhir. Berdasarkan data yang tercatat, tindak pidana kekerasan terhadap orang dan harta benda mengalami peningkatan sebesar 12,3% pada periode 2020-2023.
 Kondisi ini menunjukkan urgensi perlunya penerapan instrumen hukum pidana yang tepat dan efektif dalam menanggulangi kejahatan kekerasan kolektif.

Negara melalui sistem perundang-undangan telah mengatur sanksi terhadap pelaku kekerasan kolektif sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 Pasal 170 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa: "Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan." Ketentuan ini secara eksplisit mengatur unsur-unsur hukum yang harus dipenuhi dalam menjerat pelaku kekerasan secara kolektif, yakni adanya perbuatan kekerasan, dilakukan secara terang-terangan, serta dilakukan dengan tenaga bersama oleh lebih dari satu orang.

Tabel 1. Data Tindak Pidana Kekerasan di 
Sumatera Utara (2020-2023)
	Tahun
	Jumlah Kasus
	Kasus Selesai
	Persentase

	2020
	1.247
	892
	71,5%

	2021
	1.456
	1.034
	71,0%

	2022
	1.623
	1.189
	73,2%

	2023
	1.789
	1.298
	72,5%


Sumber: Polda Sumatera Utara, 2024

Data di atas menunjukkan tren peningkatan kasus tindak pidana kekerasan di Sumatera Utara yang signifikan, dengan rata-rata peningkatan 13,5% per tahun. Namun, tingkat penyelesaian kasus masih berada di kisaran 71-73%, yang menunjukkan adanya tantangan dalam penegakan hukum pidana.

Penerapan Pasal 170 KUHP menjadi penting untuk dikaji dalam praktik peradilan guna memastikan bahwa unsur-unsur tersebut benar-benar terpenuhi sehingga tidak menimbulkan kekeliruan dalam penjatuhan pidana.
 Dalam doktrin hukum pidana, Prof. Moeljatno menegaskan bahwa unsur "dengan tenaga bersama" dalam Pasal 170 KUHP mengandung makna adanya kerjasama antara dua orang atau lebih dalam melakukan kekerasan, bukan sekedar kebetulan berada di tempat yang sama.

Dalam praktiknya, penerapan Pasal 170 KUHP seringkali menimbulkan perdebatan yuridis, khususnya dalam pembuktian unsur "dengan tenaga bersama" dan "terang-terangan".
 Kompleksitas penerapan pasal ini dapat dilihat dalam Putusan Nomor 1935/Pid.B/2025/PN Mdn, di mana kasus kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh tiga orang pelaku (dua terdakwa dan satu DPO) terhadap seorang korban di tempat umum (warung kopi) didakwa dengan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Tabel 2. Perbandingan Sanksi Pidana dalam Kasus Kekerasan Kolektif
	Pasal
	Delik
	Ancaman Pidana
	Unsur Khusus

	Pasal 170 (1) KUHP
	Kekerasan dengan tenaga bersama
	Max 5 tahun 6 bulan
	Terang-terangan, tenaga bersama

	Pasal 170 (2) ke-1 KUHP
	Kekerasan mengakibatkan luka
	Max 7 tahun
	Mengakibatkan luka-luka

	Pasal 170 (2) ke-3 KUHP
	Kekerasan mengakibatkan mati
	Max 12 tahun
	Mengakibatkan kematian

	Pasal 351 (1) KUHP
	Penganiayaan biasa
	Max 2 tahun 8 bulan
	Pelaku tunggal


Sumber: KUHP dan Analisis Peneliti, 2025
Kasus ini menarik untuk dikaji karena menunjukkan penerapan unsur-unsur Pasal 170 KUHP secara komprehensif dalam praktik peradilan. Dalam kasus tersebut, Terdakwa I Suheri alias Heri bersama Terdakwa II Suriyadi alias Tiwol dan Amran (DPO) melakukan penyerangan terhadap korban Hamdani alias Gelok dengan menggunakan kayu anak lesung, bambu, dan kursi plastik berkaki besi yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka serius.
 Kejadian berlangsung di warung kopi Gery di Jln. Pales VII Kel. Simpang Selayang Kec. Medan Tuntungan pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2025 sekitar pukul 10.00 WIB.

Kronologi peristiwa bermula pada tanggal 15 Agustus 2025, ketika korban mencoba melerai perkelahian antara anggota Pemuda Pancasila dengan Terdakwa II dan Amran yang dipukuli karena memalsukan skripsi dan melakukan pengutipan liar. Meskipun malam itu tercapai kesepakatan damai, keesokan harinya para terdakwa justru melakukan pembalasan dendam terhadap korban yang dianggap tidak membela mereka. Para terdakwa secara bersama-sama memukuli korban yang sedang tidur di warung kopi hingga mengalami luka serius di kepala, wajah, dan badan.

Menurut Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, dalam menentukan kualifikasi delik, hakim harus mempertimbangkan hierarki norma dan prinsip lex specialis derogat legi generali.
 Dalam kasus ini, majelis hakim memilih dakwaan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP karena perbuatan para terdakwa memenuhi seluruh unsur: dilakukan secara terang-terangan (di warung kopi yang merupakan tempat umum), dengan tenaga bersama (tiga orang pelaku), menggunakan kekerasan (pemukulan brutal dengan berbagai alat), dan mengakibatkan luka-luka pada korban.

Permasalahan yuridis yang muncul adalah bagaimana hakim dalam mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur Pasal 170 KUHP, dan apakah pertimbangan tersebut telah mencerminkan keadilan substantif.
 Selain itu, penting juga untuk menganalisis konstruksi hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim dalam kasus kekerasan kolektif yang mengakibatkan luka-luka.

Penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) dalam beberapa aspek: Pertama, penelitian ini menganalisis penerapan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam kasus kekerasan kolektif yang mengakibatkan luka dengan pendekatan studi kasus terbaru (Putusan 1935/Pid.B/2025/PN Mdn) yang belum pernah dikaji sebelumnya. Kedua, penelitian ini fokus pada analisis pemenuhan unsur-unsur delik dalam konteks kekerasan kolektif yang bermotif balas dendam.

Penelitian ini mengidentifikasi research gap yang signifikan dalam literatur hukum pidana Indonesia, yaitu minimnya kajian empiris tentang pertimbangan hakim dalam membuktikan unsur "dengan tenaga bersama" dan "terang-terangan" dalam kasus Pasal 170 KUHP.
 Penelitian sebelumnya oleh Sianturi (2019) hanya membahas aspek dogmatik Pasal 170 KUHP tanpa menganalisis implementasinya dalam putusan pengadilan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan analisis yuridis normatif dengan pendekatan sosiologi hukum untuk memahami faktor-faktor non-yuridis yang mempengaruhi putusan hakim.
 Hal ini belum banyak dilakukan dalam penelitian hukum pidana di Indonesia.

Dari hasil penjabaran latar belakang diatas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan Judul: "Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP Dalam Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-sama Studi Putusan Nomor 1935/Pid.B/2025/PN Mdn"
B. 
Rumusan Masalah

Dari penjabaran latar belakang diatas maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam tindak pidana kekerasan secara bersama-sama Studi Putusan Nomor 1935/Pid.B/2025/PN Mdn?
2. Bagaimana konstruksi hukum terhadap tindak pidana kekerasan dengan tenaga bersama dalam perspektif hukum pidana positif di Indonesia?
3. Bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa dalam perkara Nomor 1935/Pid.B/2025/PN Mdn?
C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah.

2. Untuk menganalisis dan memahami penerapan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam tindak pidana kekerasan secara bersama-sama Studi Putusan Nomor 1935/Pid.B/2025/PN Mdn.

3. Untuk menganalisis dan memahami konstruksi hukum terhadap tindak pidana kekerasan dengan tenaga bersama dalam perspektif hukum pidana positif di Indonesia.

4. Untuk mengkaji secara mendalam pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa dalam perkara Nomor 1935/Pid.B/2025/PN Mdn.
D. 
Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dengan tenaga bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP.  Kajian ini memperdalam pemahaman terhadap pertimbangan hukum hakim dalam proses penjatuhan pidana serta penerapan asas-asas hukum seperti asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam perkara pidana kekerasan kolektif yang mengakibatkan luka. 

Hasil dari penelitian ini juga dapat menjadi rujukan akademik dalam pengembangan teori tentang pemidanaan dan kewenangan diskresi hakim dalam memutus perkara yang melibatkan kekerasan kolektif.  Lebih lanjut, penelitian ini berkontribusi pada pengayaan literatur hukum pidana Indonesia dalam konteks harmonisasi antara kepastian hukum dan keadilan substantif.
2. Manfaat Praktis

a. Bagi Diri Sendiri
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman peneliti mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana kekerasan kolektif, khususnya dalam menganalisis aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis dalam putusan pengadilan. Selain itu, penelitian ini menjadi kesempatan bagi peneliti untuk mengaplikasikan teori-teori hukum pidana dan pemidanaan yang telah dipelajari ke dalam analisis kasus konkret.
b. Bagi Peneliti
Penelitian ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mengembangkan kemampuan dalam menganalisis aspek yuridis dan pertimbangan hakim secara mendalam dalam perkara tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan mati
. Dengan menelaah konstruksi hukum dan proses pembuktian di persidangan, peneliti dapat memperkuat kompetensinya dalam memahami peran hakim sebagai penegak keadilan dan penerap hukum, serta menambah wawasan mengenai tantangan dalam mengkualifikasi delik pidana yang kompleks
.
c. Bagi Masyarakat
Penelitian ini berkontribusi pada peningkatan pemahaman masyarakat tentang sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya dalam menangani kasus kekerasan kolektif
. Dengan memahami pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan, masyarakat dapat memiliki ekspektasi yang realistis terhadap proses penegakan hukum dan hasil-hasilnya

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana
1. Istilah Tindak Pidana
Istilah tindak pidana dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa
Belanda yaitu strafbaar feit. Pembentuk Undang-Undang menggunakan
kata strafbaar feit untuk menyebut apa yang di kenal sebagai tindak pidana
tetapi dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu
penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan
strafbaar feit. Perkataan, feit itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti
sebagian dari suatu kenyataan atau een gedeelte van de werkelijkheid,
sedang strafbaar berarti dapat dihukum, hingga secara harafiah perkataan
strafbaar feit itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan
yang dapat dihukum. Yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak
akan kita ketahui bahwa yang dapat di hukum itu sebenarnya adalah
manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.41
Selain istilah strafbaar feit, dalam bahasa Belanda juga di pakai istilah lain yaitu delict yang berasal dari bahasa Latin delictum dan dalam bahasa Indonesia dipakai istilah delik. Dalam bahasa Indonesia di kenal juga
dengan istilah lain yang ditemukan dalam beberapa buku dan undang-
undang hukum pidana yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan
yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran
pidana.
Seperti dalam Strafwetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana terjemahan resmi tim penerjemah Badan Pembinaan Hukum
Nasional Departemen Kehakiman, yang memakai istilah tindak pidana,
dengan alasan - alasan sebagai berikut :

a) Penggunaan istilah tindak pidana dipakai, oleh karena jika dipantau
dari segi sosio-yuridis hampir semua perundang-undangan pidana
memakai istilah tindak pidana.
b) Semua instansi penegak hukum dan hampir seluruhnya para
penegak hukum menggunakan istilah tindak pidana.
c) Para mahasiswa yang mengikuti tradisi tertentu dengan memakai
istilah perbuatan pidana, ternyata dalam kenyataannya tidak
mampu membatasi dan menjebatani tantangan kebiasaan
penggunaan istilah tindak pidana.
Istilah tindak memang telah lazim digunakan dalam peraturan
perundang-undangan yang ada di Indonesia meskipun masih diperdebatkan
ketepatannya. Tindak lebih mengacu pada kelakukan manusia hanya dalam
arti positif dan tidak termasuk kelakukan pasif ataupun negatif, padahal arti
kata feit yang sebenarnya adalah kelakuan positif atau kelakuan pasif atau
negatif. Dimana perbuatan manusia yang bersifat aktif adalah suatu
perbuatan yang untuk mewujudkannya diperlukan syarat tertentu yaitu suatu
gerakan atau gerakan-gerakan tubuh manusia, misalnya kejahatan pencurian
yang disyaratkan adanya gerakan tubuh manusia yaitu mengambil.
Sedangkan perbuatan pasif adalah suatu bentuk tidak melakukan sesuatu
dalam bentuk perbuatan fisik yang oleh karenanya seseorang tersebut telah
mengabaikan kewajiban hokumnya, misalnya perbuatan tidak menolong sebagaimana tercantum dalam Pasal 531 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP).
2. Pengertian Tindak Pidana
Tindak pidana adalah merupakan suatu masalah yang berhubungan
erat dengan masalah kriminalisasi (Criminal Policy) yang diartikan sebagai
proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak
pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah
perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.

Adapun pengertian tindak pidana menurut para ahli dapat dijelaskan
sebagai berikut:
a. Simons, merumuskan tindak pidana (Strafbaar feit) adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.

b. Menurut Pompe, tindak pidana (strafbaar feit) secara toritis dapat
merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum), yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

c. Moeljatno berpendapat bahwa, tindak pidana adalah suatu perbuatan
yang di larang dan di ancam dengan pidana bagi barang siapa yang
melanggar hukum.
 

d. Menurut Indiyanto Seno Adji, tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang di ancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas 9 perbuatannya.
e. Vos adalah salah satu di antara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh Peraturan
Perundang-Undangan Pidana di beri pidana.

Dari definisi para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindak
pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan yang
dilarang oleh Undang-Undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-
persoalan legalitas atau yang di atur dalam Undang-Undang. Tindak pidana
khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau Legal Norma,
hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan.
Tindak pidana khusus ini diatur dalam Undang-Undang di luar hukum
pidana umum.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana
Unsur-unsur tindak pidana dapat di bedakan menjadi 2 (dua) bagian
yaitu dijelaskan sebagai berikut :

a. Unsur (formil), yaitu :
1) Unsur tingkah laku.
2) Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan.
3) Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan
sebagai perbuatan terlarang.
4) Peraturan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam
pidana.
b. Unsur (materil), yaitu :
Menurut Lamintang unsur objektif itu adalah unsur yang ada
hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan
mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur objektif itu meliputi:

1) Perbuatan manusia terbagi atas perbutan yang bersifat positf dan
bersifat negatif yang menyebabkan suatu pelanggaran pidana.
Sebagai contoh perbuatan yang bersifat positif yaitu pencurian
(Pasal 362 KUHP), penggelapan
(Pasal 372 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP), dan sebagainya. Sedangkan contoh perbuatan negatif yaitu tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib padahal dia mengetahui ada komplotan untuk merobohkan negara (Pasal 165 KUHP), membiarkan orang dalam keadaan sengsara, sedangkan ia berkewajiban memberikan pemeliharaan kepadanya (Pasal 304 KUHP). Terkadang perbuatan positif dan negatif terdapat dengan tegas di dalam norma hukum pidana yang dikenal dengan delik formil. Di mana pada delik formil yang di ancam hukuman adalah perbuatannya seperti yang terdapat pada Pasal 362 KUHP dan Pasal 372 KUHP, sedangkan terkadang pada suatu pasal hukum pidana dirumuskan hanya akibat dari suatu perbuatan saja diancam hukuman, sedangkan cara menimbulkan akibat itu tidak diuraikan lebih lanjut, delik seperti ini di sebut sebagai delik materil yang terdapat pada Pasal 338 KUHP.
2) Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusaknya atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum, yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat di pidana. Akibat ini ada yang timbul seketika bersamaan dengan perbuatannya, misalnya dalam pencurian hilangnya barang timbul seketika dengan perbuatan mengambil, akan tetapi ada juga bahwa akibat itu timbulnya selang beberapa waktu, kadang-kadang berbeda tempat dan waktu dari tempat
dan waktu perbuatan itu dilakukan misalnya dalam hal pembunuhan, perbuatan menembak orang yang dibunuh misalnya telah dilakukan pada tempat dan waktu yang tertentu, akan tetapi matinya (akibat) orang itu terjadi baru selang beberapa hari dan di lain tempat.
3) Keadaan-keadaannya sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini biasa terdapat pada waktu melakukan perbuatan, misalnya dalam Pasal 362 KUHP, keadaan ”bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain” adalah suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan “mengambil” itu dilakukan, dan bisa juga keadaan itu timbul sesudah perbuatan itu dilakukan, misalnya dalam Pasal 345 KUHP, keadaan “jika orang itu jadi membunuh diri” adalah akibat yang terjadi sesudah penghasutan bunuh diri itu dilakukan.
4) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana. Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang. Pada beberapa norma hukum pidana unsur “melawan hukum” ini dituliskan tersendiri dengan tegas di dalam satu Pasal, misalnya dalam Pasal 362 KUHP disebutkan “memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)”. Sifat dapat dipidana artinya bahwa perbuatan itu harus diancam dengan
pidana, oleh suatu norma pidana yang tertentu. Sifat dapat dipidana ini bisa hilang, jika perbuatan itu, walaupun telah diancam pidana dengan undang-undang tetapi telah dilakukan dalam keadaan-keadaan yang membebaskan misalnya dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.
Mengenai unsur delik tindak pidana, di kenal ada 2 aliran yakni aliran monisme (aliran klasik oleh Simos) dan aliran dualisme (aliran modern oleh Moeljatno dan Andi Zainal Abidin Farid). Menurut aliran monosme unsur- unsur peristiwa pidana merupakan syarat seseorang untuk dipidana. Jadi seseorang yang melakukan tindak pidana dan hendak dijatuhi pidana harus dipenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana dan jika salah satu unsure tidak ada maka tidak boleh dipidana.
Unsur delik menurut aliran monisme adalah sebagai berikut :
a. Perbuatan mencocoki rumusan delik.
b. Ada sifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar).
c. Ada kesalahan (tidak ada alasan pemaaf).
Aliran monisme adalah aliran yang menggabungkan unsur objektif
perbuatan pidana dan unsur subjektif, pertanggungjawaban pidana menjadi
satu bagian yang utuh. Semua unsur delik tersebut diatas harus terpenuhi
jika akan memidana seorang pelaku. Pandangan monisme memiliki akar
historis yang berasal dari ajaran finale handlingslehre yang dipopulerkan
oleh Hans Welsel pada tahun 1931 yang mana inti ajaran ini bahwa
kesengajaan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari perbuatan.
Tindak pidana itu terdiri dari unsur-unsur yang dapat dibedakan atas
unsur yang bersifat Objektif dan unsur yang bersifat Subjektif, pidana
sebagai berikut:

a. Unsur Perbuatan Pidana (Unsur Objektif)
1. Unsur-unsur konstitutif sesuai uraian delik.
2. Unsur diam-diam.
a) Perbuatan aktif atau pasif.
b) Melawan hukum obyektif atau subyektif.
c) Tidak ada dasar pembenar.
b. Unsur Pertanggungjawaban Pidana (Unsur subjektif)
1. Kemampuan bertanggungjawab.
2. Kesalahan dalam arti luas.
a) Dolus (kesengajaan).
1) Sengaja sebagai niat.
2) Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan.
3) Sengaja sadar akan kemungkinan.
b) Culpa lata
1) Culpa lata yang disadari (alpa).
2) Culpa lata yang tidak disadari (lalai).
Jadi secara sederhana unsur delik menurut aliran dualisme adalah
sebagai berikut :
a. Unsur Perbuatan (unsur objektif)
1. Perbuatan mencocoki rumusan delik.
2. Bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar).
b. Unsur Pembuat (unsur subjektif)
1. Dapat dipertanggungjawabkan.
2. Ada Kesalahan (tidak ada alasan pemaaf).
Mengenai pemisahan antara unsur perbuatan dan unsur pembuat
tidaklah terpisan secara prinsipil melainkan hanya bersifat teknis saja.
Tujuannya adalah untuk memudahkan bagi hakim dalam menjatuhkan
pidana. Pemisahan itu diadakan pada waktu menyelidiki ada atau tidak adanya peristiwa pidana dan pada waktu hendak menjatuhkan pidana kedua
unsur tersebut disatukan kembali, oleh karena kedua unsur tersebut sama
pentingnya dalam menjatuhkan pidana. Dengan demikian aliran ini dapat
pula di sebut aliran monodualisme.
4. Jenis-jenis Tindak Pidana (Delik)
Jenis-jenis tindak pidana atau delik menurut doktrin sebagai berikut:

a. Delik Formil dan Delik Materil
Delik formil yaitu delik yang terjadi dengan dilakukannya suatu
perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-
undang. Sebagai contoh adalah Pasal 160 KUHP tentang penghasutan,
Pasal 209 KUHP dan Pasal 210 KUHP tentang penyuapan atau
penyuapan aktif, Pasal 263 tentang Pemalsuan Surat, Pasal 362 KUHP
tentang Pencurian. Delik materil yaitu delik yang baru dianggap terjadi
setelah timbul akibatnya yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-
undang. Sebagai contohnya adalah Pasal 338 KUHP tentang
pembunuhan, Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.
b. Delik Komisi dan Delik Omisi
Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap
larangan di dalam undang-undang. Delik komisi ini dapat berupa delik
formil yaitu Pasal 362 tentang pencurian dan dapat pula berupa delik
materil yaitu Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Delik omisi yaitu
delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan di dalam undang-
undang. Sebagai contohnya adalah Pasal 164 KUHP dan Pasal 165 KUHP tentang keharusan melaporkan kejahatan-kejahatan tertentu, Pasal
224 KUHP tentang keharusan menjadi saksi, Pasal 478 KUHP tentang
keharusan nakoda untuk memberikan bantuan, Pasal 522 tentang
keharusan menjadi saksi, Pasal 531 KUHP tentang keharusan menolong
orang yang menghadapi maut.
c. Delik yang Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut
Delik berdiri sendiri yaitu delik yang terdiri atas satu perbuatan
tertentu. Misalnya Pasal 338 KUHP suatu pembunuhan, Pasal 362 KUHP
suatu pencurian. Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas beberapa
perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, tetapi antara
perbuatan-perbuatan itu ada hubungan yang erat, sehingga harus di
anggap sebagai satu perbuatan berlanjut. Misalnya 64 KUHP, seorang
pembantu rumah tangga yang mencuri uang majikannya Rp 10.000,00
(sepuluh ribu rupiah) yang terdiri atas 10 lembar uang seribuan yang
disimpan di dalam lemari. Uang itu diambil pembantu lembar perlembar
hampir setiap hari, hingga sejumlah uang tersebut habis diambilnya. Itu
harus di pandang sebagai suatu pencurian saja.
d. Delik Rampung dan Delik Berlanjut
Delik rampung adalah delik yang terdiri atas satu perbuatan atau
beberapa perbuatan tertentu yang selesai dalam suatu waktu tertentu yang
singkat. Sebagai contoh Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, delik ini
selesai dengan matinya si korban. Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri
atas satu atau beberapa perbuatan yang melanjutkan suatu keadaan yang
dilarang oleh Undang-Undang. Misalnya Pasal 221 KUHP yaitu menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan, Pasal 261 KUHP
yaitu menyimpan barang-barang yang dapat di pakai untuk memalsukan
materai dan merek, Pasal 333 KUHP yaitu dengan sengaja dan melawan
hukum menahan seseorang atau melanjutkan penahanan.
e. Delik Tunggal dan Delik Bersusun
Delik tunggal adalah delik yang hanya satu kali perbuatan sudah
cukup untuk dikenakan pidana. Misalnya Pasal 480 KUHP tentang
penadahan. Hukum Pidana 107 Delik bersusun yaitu delik yang harus
beberapa kali dilakukan untuk dikenakan pidana. Misalnya Pasal 296
KUHP yaitu memudahkan perbuatan cabul antara orang lain sebagai
pencarian atau kebiasaan.
f. Delik Sederhana, Delik dengan Pemberatan atau Delik Berkualifikasi, dan Delik Berprevilise
Delik sederhana yaitu delik dasar atau delik pokok. Misalnya
Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 362 KUHP tentang
pencurian. Delik dengan pemberatan atau delik berkualifikasi yaitu delik
yang memepunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik
pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain sehingga ancaman
pidananya lebih berat daripada delik dasar atau delik pokok. Misalnya
Pasal 339 KUHP tentang pembunuhan berkualifikasi dan Pasal 363
KUHP tentang pencurian berkualifikasi. Delik prevellise yaitu delik yang
mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok,
tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain, sehingga ancaman pidananya lebih ringan daripada delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 344
KUHP tentang pembunuhan atas permintaan korban sendiri yang
dinyatakan dengan kesungguhan hati.
g. Delik Sengaja dan Delik Kealpaan
Delik sengaja yaitu delik yang dilakukan dengan sengaja.
Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 351 KUHP
tentang penganiayaan. Delik kealpaan yaitu delik yang dilakukan karena
kesalahannya atau kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP yaitu karena
kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang mati dan Pasal 360
KUHP yaitu karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain
mendapat luka-luka.
h. Delik Politik dan Delik Umum
Delik politik yaitu delik yang ditujukan terhadap keamanan
negara dan kepala negara. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Buku
II Bab I sampai Bab V, Pasal 104 KUHP sampai Pasal 181 KUHP. Delik
umum adalah delik yang tidak ditujukan kepada keamanan negara dan
kepala negara. Misalnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal
372 KUHP tentang penggelapan.
i. Delik Khusus dan Delik Umum
Delik khusus yaitu delik yang hanya dapat dilakukan orang
tertentu saja, karena suatu kualitas. Misalnya seperti tindak pidana
korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri. Delik umum
yaitu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya Pasal 338 
KUHP tentang pembunuhan, Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan lain
sebagainya.
j. Delik Aduan dan Delik Biasa
Delik aduan yaitu delik yang hanya dapat dituntut, jika diadukan
oleh orang yang merasa dirugikan. Misalnya Pasal 284 KUHP tentang
perzinahan, Pasal 367 ayat (2) KUHP tentang pencurian dalam keluarga.
Delik biasa yaitu delik yang bukan delik aduan dan untuk menuntutnya
tidak perlu adanya pengaduan. Misalnya Pasal 281 KUHP yaitu
melanggar kesusilaan, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.
B.
Tinjauan Umum tentang Pidana
1. Pengertian Pidana
Pidana adalah suatu perbuatan / kejahatan yang melanggar Aturan-
aturan atau larangan hukum yang berlaku pada suatu negara. Pidana itu
sendiri merupakan pembalasan (pengimbalan) terhadap kesalahan si
pembuat, sebagai suatu penderitaan yang sengaja di jatuhkan atau diberikan
oleh Negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum
(sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan. Pelaku
pidana disebut seorang kriminal. Kriminal itu sendiri adalah orang yang
melakukan kejahatan, Contoh: pencuri, pembunuh, perampok dll.

Pelaku tindak kriminal yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan
harus menjalani hukuman disebut sebagai Terpidana atau Narapidana.
Perbuatan pidana atau tindak pidana di bedakan menjadi 2 (dua) bagian,
yaitu sebagai berikut:
a. Kejahatan meskipun perbuatan tersebut tidak dirumuskan dalam undang- undang menjadi tindak pidana tetapi orang tetap menyadari perbuatan tersebut adalah kejahatan dan patut dipidana. Dimuat di dalam buku II KUHP pasal 104 sampai dengan pasal 488. Contoh pencurian (pasal 362 KUHP), pembunuhan (pasal 338 KUHP), perkosaan (pasal 285 KUHP).
b. Pelanggaran orang baru menyadari hal tersebut merupakan tindak pidana karena perbuatan tersebut tercantum dalam undang-undang. Dimuat dalam buku III KUHP pasal 489 sampai dengan pasal 569. Contoh mabuk di tempat umum (pasal 492 KUHP/536 KUHP), berjalan di atas tanah yang oleh pemiliknya dengan cara jelas dilarang memasukinya (pasal 551 KUHP).
Penyebab:
1) Pertentangan dan persaingan kebudayaan.
2) Perbedaan ideologi politik.
3) Kepadatan dan komposisi penduduk.
4) Perbedaan distribusi kebudayaan.
5) Perbedaan kekayaan dan pendapatan.
6) Mentalitas yang labil.
7) faktor dasar seperti faktor biologi, psikologi, dan sosioemosional.
Akibat:
1) Merugikan pihak lain baik material maupun nonmaterial.
2) Merugikan masyarakat secara keseluruhan.
3) Merugikan negara.
4) Menggangu stabilitas keamanan masyarakat. 
Adapun pengertian pidana menurut para ahli dapat dijelaskan sebagai
berikut:

Van Hamel mengartikan bahwa,
”Pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang teleah
dijatuhkan oleh kekeausaan yang berwenang un tuk menjatuhkan
pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban
hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena
orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus di
tegakkan oleh negara”.
Simon mengartikan bahwa,
“Pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana
telah di kaitkan dengan pelanggaran suatu norma, yang dengan suatu
putusan hakim telah di jatuhkan bagi seseorang yang bersalah”.
Sudarto mengartikan bahwa,
“Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang
yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu”.
Roeslan Sale mengartikan bahwa,
“Pidana adalah suatu penderitaan dari pihah yang berwenang sebagai
hukuman yang dikenakan kepada seseorang pelaku karena sebua
pelanggaran”.
Sedangkan Alf Ross mengartikan bahwa,
“Pidana adalah tanggung jawab sosial yang pelanggaran terhadap
aturan hukum dan dijatuhkan atau dikenakan oleh pihak berwenang
atas nama pemerintah hukum terhadap pelanggar hukum”.
Berdasarkan uraian di atas, maka pengertian pidana adalah suatu
perbuatan/kejahatan yang melanggar aturan-aturan/larangan hukum yang
berlaku. Pidana itu sendiri merupakan pembalasan (pengimbalan) terhadap
kesalahan si pembuat. Sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan
atau diberikan oleh Negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar
larangan. Hukum pidana sekumpulan peraturan hukum yang di buat oleh
Negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedang bagi
pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang
dapat dipisahkan oleh Negara.
2. Jenis-jenis Pidana
Jenis-jenis pidana terdapat di dalam Pasal 10 KUHP, yaitu sebagai
berikut :
a. Pidana Pokok
1) Pidana Mati
2) Pidana Penjara
3) Pidana Kurungan
4) Pidana Denda
b. Pidana Tambahan
1) Pencabutan Beberapa Hak-Hak Tertentu
2) Perampasan Barang-Barang Tertentu
3) Pengumuman Putusan Hakim

Dari jenis-jenis pidana yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP, dapat
dijelaskan secara rinci sebagai berikut :
a. Pidana pokok terdiri dari :
1) Pidana Mati
Pidana mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan
pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas
seseorang akibat perbuatannya. Penerapan pidana mati dalam praktek
sering menimbulkan perdebatan di antara yang setuju dan tidak setuju.
Bagaimanapun pendapat yang tidak setujuh adanya pidana mati,
namun kenyataan Yuridis Formal pidana mati memang dibenarkan.
Ada beberapa Pasal di dalam KUHP yang berisi ancaman pidana mati,
seperti Makar Pembunuhan Terhadap Presiden (Pasal 104),
Pembunuhan Berencana (Pasal 340), dan sebagainya.

Pidana mati adalah satu-satunya bentuk hukuman yang menjadi
diskursus di masyrakat. Sebab hukuman mati merampas kehudupan
seseorang. Padahal hak hidup adalah salah satu hak yang di jamin oleh
UUD 1945 sebagai konstitusi negara.
Sebagian orang berpendapat bahwa pidana mati dibenarkan
dalam hal-hal tertentu, yaitu apabila si pelaku telah memperlihatkan
dengan perbuatannya bahwa dia adalah orang yang sangat
membahayakan kepentingan umum, dan oleh karena itu, untuk
menghentikan kejahatannya membutuhkan suatu hukum yang tegas
yaitu dengan hukuman mati. Dari pendapat ini tampak jelas bahwa
secara tidak langsung tujuan pidana yang dikatakan oleh Van Hammel
adalah benar yaitu untuk membinasakan.
 
Pendapat yang lain mengatakan bahwa hukuman mati
sebenarnya tidak perlu, karena mempunyai kelemahan. Apabila pidana
mati telah dijalankan, maka tidak bisa memberikan harapan lagi untuk
perbaikan, baik itu revisi atas pidananya maupun perbaikan atas
dirinya sendiri. Karena salah satu tujuan adanya pidana adalah untuk
mendidik ataupun memberikan rasa jera agar si pelaku tidak
mengulangi pada tindakan yang sama. Adapun untuk tujuan pidana
mati itu sendiri selalu ditujukan pada khalayak ramai agar mereka
dengan ancaman hukuman akan merasa takut apabila melakukan
perbuatan-perbuatan kejam.
Isyarat yang diberikan oleh KUHP agar pidana mati tidak terlalu
mudah dan sering dijatuhkan yaitu, dengan cara bahwa bagi setiap
kejahatan yang di ancam dengan pidana mati selalu diancamkan pula
pidana alternatifnya, yaitu pidana penjara seumur hidup atau penjara
sementara waktu sekurang-kurangnya 20 tahun penjara. Misalnya
dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP, Pasal 340 KUHP dan lain-lain.
Jonkers mengatakan bahwa menurut surat penjelasan atas
rancangan KUHP Indonesia, ada 4 golongan kejahatan yang di ancam
dengan pidana mati, yaitu:
a) Kejahatan-kejahatan yanhg dapat mengancam keamanan
negara (Pasal 104, Pasal 111 (2), Pasal 102 (3), jo. 129
KUHP).
b) Kejahatan-kejahatan pembunuhan terhadap orang tertentu
atau dilakukan dengan faktor-faktor pemberat (Pasal 140 (3)
KUHP, Pasal 340 KUHP). 
c) Kejahatan terhadap harta benda dan di sertai unsur atau faktor
yang sangat memberatkan (Pasal 365 (4) KUHP, Pasal 368
(2) KUHP).
d) Kejahatan-kejahatan pembajakan laut, sungai, dan pantai
(Pasal 444 KUHP).

Untuk pelaksanaan pidana mati di Indonesia pada mulanya
dilaksanakan menurut ketentuan dalam Pasal 11 KUHP yang
menyatakan bahwa “pidana mati dijalankan oleh algojo atas
penggantungan dengan mengikat leher si terhukum dengan sebuah
jerat pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan dari bawah
kakinya”.
Karena di rasa kurang sesuai maka kemudian Pasal tersebut di
atas di ubah dengan ketentuan dalam S. 1945:123 dan mulai berlaku
sejak tanggal 25 agustus 1945. Pasal 1 aturan itu menyatakan bahwa
“menyimpang dari apa tentang hal ini yang ditentukan dalam Undang-
Undang lain, hukuman mati dijatuhkan pada orang-orang sipil (bukan
militer), sepanjang tidak ditentukan lain oleh Gubernur Jendral
dilakukan dengan cara menembak mati”. Untuk ketentuan
pelaksanaannya secara perinci dijelaskan pada Undang-Undang
Nomor 2 (PNPS) tahun 1964.

Beberapa ketentuan terpenting dalam pelaksanaan pidana mati
sebagai berikut:
a. Tiga kali 24 jam sebelum pelaksanaan pidana mati, Jaksa Tinggi atau Jaksa yang bersangkutan memberitahukan kepada terpidana dan apabila ada kehendak terpidana untuk mengemukakan sesuatu maka pesan tersebut di terima oleh Jaksa.
b. Tempat pelasanaan pidana mati ditentukan oleh Menteri
Kehakiman di daerah hukum pengadilan hukum tingkat 1 yang bersangkutan.
c. Kepala polisi daerah yang bersangkutan bertanggungjawab
mengenai pelaksanaannya.
d. Pidana mati dilaksanakan oleh regu tembak dengan menembak terpidana sampai mati.
e. Penguburan jenazah diserahkan kepada keluarga.
f. Pelaksanaan pidana mati tidak dilakukan di muka umum.
g. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan kepada anak di bawah
umur 18 tahun.
h. Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil atau orang
sakit jiwa di tunda sampai wanita tersebut melahirkan atau
orang yang sakit jiwa tersebut sembuh.
i. Pidana mati dapat baru dilaksanakan setelah ada persetujuan
presiden atau penolakan grasi oleh presiden.
j. Pelaksanaan pidana mati dapat di tunda dengan masa
percobaan selama 10 tahun, jika reaksi masyarakat terhadap
terpidana tidak terlalu besar, terpidana menunjukan rasa
menyesal dan ada harapan untuk memperbaiki. Kedudukan
terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu
penting dan ada alasan yang meringankan
k. Jika terpidana selama masa percobaan menunjukan sikap dan
perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat di ubah
menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling
lama 20 tahun dengan keputusan Manteri Kehakiman.
l. Jika terpidana selama masa percobaan tidak menunjukkan
sikap dan perbuatan terpuji serta tidak ada harapan untuk
memperbaiki maka pidana mati dapat dilaksanakan atas
perintah Jaksa Agung.
m. Jika setelah permohonan grasi ditolak, pelaksanaan pidana
mati tidak dilaksanakan selama 10 tahun bukan karena
terpidana melarikan diri maka terpidana mati tersebut dapat
di ubah menjadi pidana seumur hidup dengan keputusan
Meteri Kehakiman.
Dari aturan tindak pidana mati di atas, terlihat adanya perubahan
dan inovasi ketentuan yang selama ini di anut. Misalnya, adanya masa
percobaan selama 10 tahun sebagai penundaan pelaksanaan pidana
mati, pidana mati dapat di ubah menjadi pidana seumur hidup atau 20 tahun dengan kepetusan Menteri Kehakiman dan sebagainya. Atas
pembaruan demikian, ada yang menyatakan, sekarang dalam RUU
KUHP, Indonesia mulai melakukan semacam pengenduran akan
penerapan pidana mati. Hal itu merupakan suatu pola pikir yang patut
di hargai. Berarti semangat bangsa kita hampir sama dengan semangat
bangsa lain yang sudah lebih maju. Memang seharusnya jus
constituendum lebih baik dari pada hukum yang berlaku saat ini.

2) Pidana Penjara
Naskah rancangan KUHP baru selain mengatur pidana penjara
ansich, juga mengatur hal-hal yang berkaitan dengan:
a) Tidak di jatuhkannya pidana penjara atas keadaan-keadaan
tertentu, misalnya berusia 18 tahun atau di atas 70 tahun.
b) Pelepasan bersarat dan sebagainya.
Di bawah ini dapat di simak beberapa hal sehubungan dengan
ketentuan pidana penjara yang dapat menjadi ius constituendum, yaitu sebagai berikut:
c) Pidana penjara di jatuhkan untuk seumur hidup atau untuk waktu tertentu. Waktu tertenti di jatuhkan paling lama lima belas tahun berturut-turut paling singkat satu hari, kecuali di tentukan minimum khusus.
d) Jika dapat dipilih antara pidana mati dan pidana penjara
seumur hidup atau jika ada pemberatan pidana atas tindak pidana yang di jatuhi pidana penjara lima belas tahun maka pidana penjara dapat di jatuhkan untuk waktu dua puluh tahun berturut-turut.
e) Jika terpidaan seumur hidup telah menjalani pidana palinh kurang sepuluh tahun pertama dengan berkelakuan baik, Menteri kehakiman dapat mengubah sisa pidana tersebut menjadi pidana penjara paling lama lima belas tahun. 
f) Pelepasan bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah
setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa
pidananya dengan ketentuan dua per tiga tersebut kurang dari sembilan bulan seperti dikatakan Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan.

Pidana ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang,
yaitu dengan menempatkan terpidana dalam suatu tempat (lembaga
pemasyarakatan) di mana terpidana tidak bisa bebas untuk keluar
masuk dan di dalamnya diwajibkan untuk tuntuk dak taat serta
menjalankan semua peraturan dan tata tertib yang berlaku. Hukuman
penjara minimum 1 hari dan maksimal 15 tahun (Pasal 12 ayat (2)
KUHP), dan dapat melebihi batas maksimum yakni dalam hal yang
ditentukan dalam Pasal 12 (3) KUHP.

3) Pidana Kurungan
Pidana kurungan merupakan salah satu jenis pidana yang lebih
ringan dari pidana penjara. Pidana kurungan ini dikenakan kepada
orang yang melakukan tindak pidana pelanggaran atau sebagai
pengganti pidana denda yang tidak bisa dibayarkan (Pasal 30 ayat 2
KUHP). Persamaan dan perbedaan antara pidana penjara dan pidana
kurungan, yaitu:
Persamaan:
a) Sama berupa pidana yaitu sama-sama menghilangkan kemerdekaan bergerak.
b) Mengenal maksimum umum, maksimum khusus dan
minimum umum dan tidak mengenal minimum khusus.
c) Sama-sama diwajibkan untuk bekerja.
d) Sama-sama bertempat di penjara.
Perbedaan:
a) Lebih ringan pidana kurungan dari pada pidana penjara
(Pasal 69 KUHP).
b) Ancaman maksimum umum dari pidana penjara 15 tahun
sedangkan pidana kurungan hanya 1 tahun.
c) Pelaksanaan pidana penjara dapat dilakukan di lembaga
pemasyarakatan di seluruh Indonesia, sedangkan pidana
kurungan hanya bisa dilaksanakan di tempat di mana ia
berdiam ketika diadakan keputusan hakim.

4) Pidana Denda
Hal yang menarik dalam pidana denda antara lain ditetapkannya
jumlah denda berdasarkan kategori dan pembayaran denda dapat di
angsur. Kata “denda” berarti hukum yang berupa keharusan
membayar dalam bentuk uang atau lainnya karena melanggar aturan
undang-undang lain yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Dasar
pengaturan pidana denda di atur dalam Pasal 30 dan Pasal 31 KUHP.
Denda tersebut bolehn di bayar oleh siapa saja, atrinya pidana denda
dapat di bayar oleh keluarga atau orang lain.
Pokok-pokok pidana denda sesuai rancangan KUHP yang
dimaksud adalah sebagai berikut:
a) Apabila tidak di tentukan minimum khusus maka pidana
denda paling sedikit seribu lima ratus rupiah.
b) Pidana denda paling banyak di tetapkan berdasarkan kategori
I-VI.
c) Pidana denda paling banyak untuk korporasi adalah kategori
lebih tinggi berikutnya.
d) Pidana denda paling banyak untuk korporasi yang melakukan
tindak pidana yang di ancam dengan pidana penjara paling
lama tujuh tahun sampai dengan lima belas tahun adalah
denda kategori V, pidana mati, pidana penjara seumur hidup,
atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun adalah
denda kategori VI, dan pidana denda paling sedikit adalah
kategori IV.

Dalam praktiknya pidana denda jarang sekali dilakasanakan.
Hakim selalu menjatuhkan pidana kurungan atau penjara jika pidana
itu hanya dijadikan sebagai alternatif saja, kecuali apabila tindak
pidana itu memang hanya di ancam dengan pidana kurungan.
Dalam hal pidana denda tidak terdapat maksimum umumnya, yang ada hanyalah minimum umum yang menurut Pasal 30 ayat (1) KUHP adalah 30 juta rupiah 75 sen. Apabila terpidana tidak membayarkan uang denda yang telah diputuskan maka konsekuensinya adalah harus menjalani kurungan (kurungan pengganti denda, Pasal 30 ayat (2) KUHP) sebagai pengganti dari pidana denda.
Sedangkan untuk batas pembayaran denda telah ditetapkan dalam Pasal 27 ayat (1) KUHP. Sedangkan dalam ayat (2) menyatakan bahwa “dalam hal terdapat alasan kuat jangka waktu sebagaimana tersebut di atas dapat di penjara paling lama 1 bulan dan perlu diketahui dalam hal uang denda yang dibayar oleh terpidana menjadi hak milik negara” (Pasal 24 KUHP).

b. Pidana tambahan terdiri dari:
1) Pencabutan Beberapa Hak-Hak Tertentu
Pencabutan hak-hak tertentu merupakan salah satu jenis dari
pidana tambahan. Pencabutan hak-hak tertentu memiliki arti bahwa
tidak semua hak terpidana akan di cabut. Sebab apabila semua hak
dicabut maka dapat mengakibatkan kehilangan kesempatan hidup
bagi pihak terpidana.
Pencabutan hak-hak tertentu yang di milik seseorang yang
dapat mengakibatkan kematian perdata tidak diperbolehkan (Pasal
3 BW). Dalam pidana pencabutan hak-hak terdapat terpidana menurut Pasal 35 ayat (1) KUHP hanya diperbolehkan pada hal-hal sebagai berikut:
a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu.
b) Hak menjalankan jabatan dalam agkatan bersenjata atau TNI.
c) Hak memilih dan di pilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
d) Hak menjadi penasihat umum atau pengurus atau penetapan keadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri.
e) Hak menjalankan kekuasaan bapak menjalankan pewalian
atau pengampuan atas anak sendiri.
f) Hak menjalankan mata pencaharian.
Perlu di ketahui juga bahwa hakim boleh menjatuhkan pidana
pencabutan hak-hak tertentu apabila di beri wewenang oleh undang-undang yang diancamkan pada rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Tindak pidana yang di ancam dengan pencabutan hak-hak tertentu dirumuskan dalam Pasal 317, 318, 334, 347, 348, 350, 362, 363, 365, 372, 374, dan 375 KUHP.

2) Perampasan Barang-Barang Tertentu
Salah satu ketentuan yang sangat menarik adalah dapat dijatuhkannya pidana tambahan ini tanpa dijatuhkannya pidana
pokok. Pidana ini dapat dijatuhkan apabila ancaman pidana penjara tidak lebih dari tujuh tahun atau jika terpidana hanya dikenakan tindakan.
Adapun barang-barang yang dapat di rampas adalah:
a) Barang milik terpidana atau orang lain yang seluruhnya atau sebagian besar di peroleh dari tindak pidana.
b) Barang yang ada hubungannya dengan terwujudnya tindak pidana.
c) Barang
 yang digunakan untuk mewujudkan atau mempersiapkan tindak pidana.
d) Barang
yang digunakan untuk  menghalang-halangi penyidik tindak pidana.
e) Barang yang di buat atau di peruntukan bagi terwujudnya
tindak pidana.

C. 
Kekerasan Secara Bersama-Sama
1. Pengertian Kekerasan Secara Bersama-Sama
Menurut Pompe kekerasan secara bersama-sama adalah ”bijdragen
aan het strafbare feit, voorzover zijniet bestaan in het plegen” yang artinya :
memberi “bantuan tetapi tidak “membuat”, maka peristiwa pidana itu
mungkin dilakukan. Sedangkan Fon Feuerbach menyatakan bahwa turut
serta adalah :
a) Mereka yang langsung berusaha terjadinya peristiwa pidana.
b) Mereka yang hanya membantu usaha yang dilakukan oleh mereka
yang tidak langusng berusaha.
Tindak pidana kekerasan yang di lakukan secara bersama-sama
termaksud dalam jenis kejahatan ketertiban umum, sebagaiman yang di atur
dalam buku KUHP, yakni Pasal 170 ayat (1). Adapun bunyi Pasal 170
KUHP adalah “barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan
kekerasan terhadap orang atau barang di ancam dengan pidana penjara
paling lama lima tahun enam bulan”.

Berdasarkan Pasal 170 KUH Pidana menerangkan :
c) Barang siapa bersama-sama melakukan kekerasan dimuka umum
terhadap orang atau barang dihukum penjara selama-lamanya 5
(lima) tahun 6 (enam) bulan.
d) Tersalah dihukum a. Dengan penjara selama-lamanya 7 (tujuh)
tahun jikan ia dengan sengaja merusak barang atau jika kekerasan
yang dilakukan itu menyebabkan sesuatu luka.
e) Dengan penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun jika kekerasan
itu menyebabkan luka berat pada tubuh.
f) Dengan penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun jika
kekerasan itu menyebabkan kematian.

Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam pengeroyokan yaitu pelaku
berjumlah lebih dari satu orang yang dilakukan dengan cara bersama-sama
dan tindakan tersebut dilakukan dimuka umum.
Jika melihat Pasal ini maka jelas Pasal ini mengatur tentang tindak
pidana, yaitu kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan
luka atau kerusakan. 
2. Unsur-unsur Kekerasan Secara Bersama-Sama
Adapun beberapa unsur-unsur kekerasan secara bersama-sama sebagai
berikut:
a) Unsur Melakukan Kekerasan
Apa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan, yaitu
mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang
tidak sah, misalnya memukul dengan tenaga atau dengan segala macam
senjata, menyempak, menendang, dan lain-lain.

Melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat,
atau daya upaya untuk mencapai suatu seperti halnya dalam Pasal 146,
211, 212, dan lain-lainnya dalam KUHP, akan tetapi merupakan suatu
tujuan. Di samping itu, tidak pula masuk kenakalan dalam Pasal 489
KUHP, penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP dan merusak barang dalam
Pasal 406 KUHP dan sebagainya.
b) Unsur Bersama-Sama
Bersama-sama berarti tindakan kekerasan tersebut harus di lakukan
oleh sediki-dikitnya dua orang atau lebih. Orang-orang yang hanya
mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan tidak dapat
turut di kenakan Pasal ini.
c) Unsur Terhadap Orang
Kekerasan itu harus di tujuhkan kepada orang, meskipun tidak akan
terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai tujuan, kalau sebagai alat atau upaya-upaya untuk mencapai
suatu hal mungkin bisa terjadi.
d) Unsur Di Muka Umum
Kekerasan itu dilakukan di muka umum, karena kejahatan ini
memang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum.di
muka umum artinya tempat publik dapat melihatnya.
Mengenai yang dimaksud unsur-unsur tindak pidana itu sediri
terdapat perbedaan di antara para pakar tetapi sebenarnya hal ini tidak
begitu penting sebab persoalannya hanya mengenai perbedaan konstruksi
yuridis dan tidak mengenai perbedaan dalam penjatuhan hukum pidana.
Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan objektif
Menurut Soemitro, unsur subjektif tindak pidana adalah unsur yang
melekat pada diri si pelaku tinjau dari segi batinya yaitu:
1) Kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa).
2) Niat atau maksud dengan sengaja bentuknya.
3) Ada atau tidaknya perencanaan untuk melakukan perbuatan
tersebut.
4) Adanya perasaan takut.

Selain itu beliau juga mendefinisikan unsur objektif adalah hal-hal
yang berhubungan dengan keadaan lahiriah ketika pidana itu di lakukan
dan berada di luar batin si pelaku itu:
1) Sifat melawan hukum dari perbuatan itu.
2) Kualitas atau kedudukan si pelaku, misalnya sebagai ibu,
pegawai negeri sipil dan hakim.
3) Kualitas yaitu berhubungan dengan sebab akibat yang terdapat
didalamnya.

Unsur-unsur tindak pidana menurut R. Soesilo adalah sebagai berikut:
a) Unsur-Unsur Objektif Yaitu:
1) Perbuatan manusia yaitu perbuatan positif, atau negatif yang
menyebabkan pelanggaran pidana.
2) Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakan
atau embahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut
norma hukum pidana itu perlu supaya dapat di pidana.
3) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana jika perbuatan itu
melawan hukum dan melawan undang-undang.
4) Kualitas yaitu tiap-tiap peristiwa yang terjadi itu tentu ada
sebabnya. Peristiwa yang satu adalah akibat peristiwa yang lain
atau suatu peristiwa menimbulkan satu atau beberapa peristiwa
yang lain.
b) Unsur-unsur objektif meliputi:
Kesalahan yaitu kesalahan dari orang yang melanggar norma pidana artinya pelanggaran itu harus dapat di pertanggungjawabkan kepada pelanggar.


BAB III

METODE PENELITIAN
A. 
Lokasi Penelitian 
Adapun tempat penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Medan yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja No. 45, Medan, Sumatera Utara. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri Medan merupakan pengadilan yang memutus perkara tindak pidana kekerasan secara bersama-sama yang menjadi objek penelitian ini, yaitu Putusan Nomor 1935/Pid.B/2025/PN Mdn. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2025 sampai dengan selesai.

B. 
Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.
 Pendekatan pada tahapan pertama ini adalah pendekatan perundang-undangan yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mendapatkan jawabannya. Untuk lebih spesifiknya akan ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya Pasal 170 tentang Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-sama.

1. Sifat Penelitian
Rancangan penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analisis yaitu analisis data yang dilakukan tidak keluar dari lingkup permasalahan dan berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.

Penulisan skripsi ini juga menggunakan penelitian lapangan. Penelitian lapangan disini tidak seperti penelitian hukum empiris, namun penelitian hukum dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan secara langsung dengan pihak atau instansi yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, yaitu penelitian hukum yang dilakukan di Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Putusan Nomor 1935/Pid.B/2025/PN Mdn yang akan ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya Pasal 170 ayat (2) ke-1 tentang Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-sama.

C. 
Teknik Pengambilan Data
Penulis telah berupaya untuk mengumpulkan data-data guna melengkapi kesempurnaan pembahasan skripsi ini, dimana penulis mempergunakan metode penelitian dengan cara sebagai berikut:

1. Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)
Metode ini dilakukan dengan membaca beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber teoritis ilmiah yang berhubungan dengan penerapan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam tindak pidana kekerasan secara bersama-sama.

2. Wawancara (Interview)
Wawancara dilakukan dengan beberapa narasumber antara lain hakim yang menangani perkara. Dalam hal ini peneliti langsung terjun mencari informasi kepada aparat penegak hukum di Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Putusan Nomor 1935/Pid.B/2025/PN Mdn yang kemudian ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya Pasal 170 ayat (2) ke-1 tentang Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-sama.

D. 
Teknik Analisis Data
Analisis data pada hakekatnya dalam penelitian hukum artinya untuk mengadakan sistematis terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Oleh karena itu, sesuai metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif, yaitu analisis data yang mengungkapkan data mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan penerapan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam tindak pidana kekerasan secara bersama-sama berdasarkan Putusan Nomor 1935/Pid.B/2025/PN Mdn, kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mendapatkan suatu pemecahannya dan ditarik kesimpulannya.

Rangkaian kegiatan analisis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah semua data yang telah diperoleh terlebih dahulu diolah agar dapat memberikan gambaran yang sesuai kebutuhan, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif dimana data-data yang diperlukan guna menjawab permasalahan baik data primer maupun data sekunder dikumpulkan untuk kemudian diseleksi dan dipilah-pilah berdasarkan kualitas dan relevansinya. Setelah analisis data selesai maka hasilnya kemudian akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. 

Penerapan Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP dalam Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-sama
Pasal 170 KUHP merupakan ketentuan yang mengatur tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara kolektif. Norma ini dirancang untuk melindungi ketertiban umum dari tindakan anarkis yang dilakukan lebih dari satu orang. Kekerasan dengan tenaga bersama dipandang memiliki tingkat bahaya yang lebih tinggi dibanding kekerasan individual. Oleh karena itu ancaman pidana dalam pasal ini diperberat. Penerapan pasal tersebut harus diuji melalui unsur-unsur delik secara ketat.

Putusan Nomor 1935/Pid.B/2025/PN Mdn menunjukkan penerapan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam praktik peradilan. Hakim memilih dakwaan alternatif pertama yang diajukan oleh Penuntut Umum. Pilihan tersebut didasarkan pada fakta bahwa kekerasan mengakibatkan luka pada korban. Akibat luka menjadi faktor pemberat yang membedakan ayat (2) dengan ayat (1). Pertimbangan ini dinyatakan secara eksplisit dalam amar dan pertimbangan putusan.
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Unsur “barang siapa” berfungsi untuk menentukan subjek hukum pelaku tindak pidana. Hakim terlebih dahulu memastikan tidak terjadi kesalahan mengenai identitas terdakwa. Para terdakwa membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Hal tersebut menegaskan bahwa subjek hukum telah tepat.

Unsur “di muka umum” dimaknai sebagai perbuatan yang dapat dilihat atau diketahui masyarakat. Lokasi kejadian berada di warung kopi Gery yang merupakan tempat umum. Fakta tersebut terungkap dari keterangan saksi dan terdakwa. Hakim menilai bahwa perbuatan dilakukan secara terang-terangan.

Unsur “secara bersama-sama” dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP menjadi elemen sentral yang dianalisis oleh hakim. Dalam praktiknya, kebersamaan tidak dimaknai sebagai adanya pembagian peran yang rinci. Hakim menilai cukup adanya kehadiran dan keterlibatan aktif lebih dari satu orang dalam peristiwa kekerasan. Pandangan ini ditegaskan oleh hakim pemeriksa perkara dalam wawancara penelitian ini. Hakim menyatakan bahwa pendekatan tersebut digunakan untuk mencegah pelaku kekerasan kolektif menghindari pertanggungjawaban pidana.

Unsur melakukan kekerasan dibuktikan melalui tindakan fisik terhadap korban. Kekerasan dilakukan dengan menggunakan kayu, bambu, dan kursi. Rangkaian perbuatan tersebut menimbulkan penderitaan fisik pada korban. Tindakan ini memenuhi kualifikasi kekerasan dalam Pasal 170 KUHP. Hakim menyatakan unsur kekerasan terbukti secara sah.

Akibat kekerasan berupa luka menjadi dasar penerapan ayat (2) ke-1 KUHP. Luka korban dibuktikan melalui Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Medan. Visum menunjukkan adanya luka robek, luka jahit, dan luka lecet akibat benda tumpul. Hubungan sebab akibat antara perbuatan dan luka dinilai jelas. Hakim menggunakan visum sebagai alat bukti utama.

Kesengajaan para terdakwa dinilai dari rangkaian perbuatan sebelum dan saat kejadian. Para terdakwa mendatangi korban dengan membawa alat yang berpotensi melukai. Kekerasan dilakukan berulang kali dan terarah pada tubuh korban. Dalam wawancara, hakim menjelaskan bahwa kesengajaan tidak harus dibuktikan melalui pengakuan langsung. Hakim menegaskan bahwa pola perbuatan para terdakwa telah cukup menunjukkan adanya kehendak untuk melakukan kekerasan. 

Keterangan saksi korban memiliki peran penting dalam pembuktian perkara ini. Saksi menjelaskan secara rinci kronologi kekerasan yang dialaminya. Keterangan tersebut konsisten dengan alat bukti lain. Para terdakwa juga membenarkan sebagian besar keterangan saksi. Konsistensi ini memperkuat keyakinan hakim.

Pengakuan para terdakwa turut memperkuat pembuktian unsur delik. Terdakwa menjelaskan perannya masing-masing dalam peristiwa kekerasan. Pengakuan tersebut tidak berdiri sendiri tetapi didukung alat bukti lain. Hakim menilai pengakuan diberikan secara sadar. Hal ini memperkuat pembuktian kesalahan terdakwa.

Penjatuhan pidana dalam perkara ini tidak hanya didasarkan pada terpenuhinya unsur delik. Hakim juga mempertimbangkan tujuan pemidanaan dalam konteks sosial. Dalam wawancara, hakim menyampaikan bahwa kekerasan secara bersama-sama berpotensi memicu konflik horizontal. Oleh karena itu, pidana dijatuhkan untuk memberikan efek jera dan menjaga ketertiban umum. Pertimbangan tersebut kemudian dituangkan secara implisit dalam amar putusan.

Penerapan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP mencerminkan asas legalitas. Hakim mendasarkan putusan pada ketentuan hukum yang berlaku. Tidak ditemukan penerapan pasal di luar dakwaan. Pemilihan dakwaan alternatif pertama dinilai tepat. Asas legalitas terpenuhi secara normatif.

Pertimbangan hakim disusun berdasarkan sistem pembuktian negatif wettelijk. Hakim mendasarkan putusan pada alat bukti dan keyakinan. Alat bukti yang diajukan memenuhi Pasal 184 KUHAP. Keyakinan hakim dibangun secara logis dari fakta persidangan. Pendekatan ini terlihat jelas dalam putusan.

Kualifikasi tindak pidana dalam perkara ini termasuk kejahatan terhadap ketertiban umum. Kekerasan bersama menimbulkan rasa takut di masyarakat. Negara berkepentingan menjaga stabilitas sosial. Oleh sebab itu tindak pidana ini dipandang serius. Hakim menegaskan kualifikasi tersebut dalam pertimbangan hukumnya.

Penerapan ayat pemberatan mencerminkan perlindungan terhadap korban. Korban mengalami luka fisik yang cukup serius. Pemidanaan bertujuan memberikan rasa keadilan. Hakim mempertimbangkan penderitaan korban secara nyata. Aspek perlindungan korban menjadi bagian penting putusan. Pertimbangan sosiologis juga terlihat dalam putusan ini. Kekerasan dipicu oleh konflik sebelumnya antara para pihak. Hakim tidak membenarkan motif tersebut. Konflik sosial tidak dapat dijadikan alasan pembenar. Penegakan hukum tetap dikedepankan.

Berdasarkan analaisis yang telah dianalisis tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf dalam perkara ini. Para terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab. Perbuatan dilakukan secara sadar dan terencana. Oleh karena itu pertanggungjawaban pidana dibebankan sepenuhnya. Penjatuhan pidana mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Akibat luka pada korban menjadi faktor pemberat utama. Pengakuan dan penyesalan terdakwa menjadi faktor meringankan. Hakim menilai pidana secara proporsional.

Penilaian terhadap fakta persidangan dilakukan secara menyeluruh oleh Majelis Hakim. Alat bukti yang diajukan dinilai saling bersesuaian satu sama lain. Dalam wawancara penelitian ini, hakim menyatakan tidak ditemukan kontradiksi yang signifikan antara keterangan saksi, terdakwa, dan alat bukti surat. Konsistensi tersebut menjadi dasar keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. Pendekatan ini mencerminkan penerapan sistem pembuktian negatif wettelijk.

Barang bukti berupa alat yang digunakan untuk kekerasan dirampas untuk dimusnahkan. Kebijakan ini bertujuan mencegah penyalahgunaan kembali. Barang bukti memiliki keterkaitan langsung dengan tindak pidana. Hakim mempertimbangkan fungsi preventif tindakan tersebut. Putusan mencantumkan perintah pemusnahan barang bukti.

Pertimbangan keadilan menjadi aspek penting dalam penjatuhan pidana. Hakim tidak hanya mempertimbangkan penderitaan korban, tetapi juga kondisi pribadi terdakwa. Dalam wawancara, hakim menegaskan bahwa pidana dijatuhkan secara proporsional dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Pengakuan dan penyesalan terdakwa dipertimbangkan tanpa menghilangkan kesalahan pidana. Pendekatan ini dimaksudkan agar putusan tidak bersifat represif berlebihan.

Penerapan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam perkara ini menunjukkan konsistensi hukum positif. Unsur delik diuji satu per satu secara sistematis. Putusan memberikan kepastian hukum. Konsistensi ini penting bagi praktik peradilan. Hakim berperan menjaga stabilitas hukum.

Penerapan norma pidana dalam perkara ini menunjukkan efektivitas Pasal 170 KUHP. Norma mampu menjangkau perbuatan kekerasan kolektif. Penegakan hukum berjalan sesuai prosedur. Hakim menggunakan norma secara tepat. Penerapan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam Putusan Nomor 1935/Pid.B/2025/PN Mdn telah sesuai dengan hukum pidana positif Indonesia. Seluruh unsur delik terbukti secara sah dan meyakinkan. Pertimbangan hakim disusun secara sistematis dan rasional. Putusan memberikan kepastian dan keadilan hukum. Dengan demikian penerapan pasal dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis
.

B. 
Konstruksi Hukum Tindak Pidana Kekerasan dengan Tenaga Bersama dalam Perspektif Hukum Pidana Positif di Indonesia

Tindak pidana kekerasan dengan tenaga bersama merupakan bentuk kejahatan yang diatur secara khusus dalam hukum pidana Indonesia. Pengaturan ini bertujuan memberikan perlindungan terhadap ketertiban umum. Kekerasan kolektif memiliki potensi gangguan sosial yang lebih luas. Oleh sebab itu hukum pidana memandangnya sebagai perbuatan yang berbahaya. Konstruksi hukumnya dibangun melalui Pasal 170 KUHP.

Pasal 170 KUHP mengandung unsur kekerasan dan unsur kebersamaan sebagai elemen utama. Kedua unsur ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kekerasan harus dilakukan oleh lebih dari satu orang. Kebersamaan tersebut mencerminkan adanya aksi kolektif. Konstruksi ini membedakan Pasal 170 dengan pasal penganiayaan biasa.

Dalam wawancara penelitian ini, hakim pemeriksa perkara menyatakan bahwa Pasal 170 KUHP digunakan untuk menjerat perbuatan kekerasan yang dilakukan secara terbuka dan melibatkan lebih dari satu pelaku. Hakim menegaskan bahwa unsur kebersamaan menjadi alasan utama pemberatan pidana. Pandangan tersebut sejalan dengan konstruksi normatif Pasal 170 KUHP.

Hukum pidana positif Indonesia menganut asas legalitas sebagai fondasi utama. Setiap perbuatan hanya dapat dipidana apabila diatur secara tegas dalam undang-undang. Pasal 170 KUHP memenuhi prinsip tersebut. Rumusan deliknya bersifat jelas dan limitatif. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Unsur “barang siapa” menunjukkan subjek hukum yang bersifat umum. Setiap orang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Tidak ada pengecualian berdasarkan status sosial atau kedudukan. Prinsip persamaan di hadapan hukum tercermin dalam rumusan ini. Konstruksi tersebut sejalan dengan asas equality before the law.

Unsur “di muka umum” memiliki makna sosiologis yang penting. Kekerasan di ruang publik menimbulkan rasa takut kolektif. Hukum pidana berfungsi melindungi kepentingan masyarakat luas. Oleh sebab itu unsur ini menjadi ciri khas Pasal 170 KUHP. Konstruksi hukum tersebut menempatkan kepentingan umum sebagai objek perlindungan.

Unsur “bersama-sama” tidak mensyaratkan adanya perencanaan matang. Kehadiran dan keterlibatan aktif sudah cukup membuktikan kebersamaan. Doktrin hukum pidana menegaskan hal tersebut. Pendekatan ini mencegah pelaku berlindung di balik peran pasif. Konstruksi ini banyak diterapkan dalam praktik peradilan.

Dalam wawancara, hakim menjelaskan bahwa kebersamaan cukup dibuktikan melalui kehadiran dan keterlibatan aktif pelaku pada saat kekerasan terjadi. Hakim menilai bahwa penafsiran ini penting agar pelaku kekerasan kolektif tidak berlindung di balik dalih peran pasif. Pendekatan ini telah menjadi praktik yang konsisten dalam pemeriksaan perkara kekerasan bersama.

Kekerasan dalam Pasal 170 KUHP dimaknai sebagai penggunaan tenaga fisik. Kekerasan tidak harus menimbulkan luka berat. Perbuatan yang menyebabkan rasa sakit sudah termasuk kekerasan. Penafsiran ini memberikan ruang perlindungan yang luas. Konstruksi tersebut memperkuat efektivitas norma pidana.

Pasal 170 ayat (2) KUHP mengatur pemberatan pidana berdasarkan akibat. Akibat luka menjadi dasar utama pemberatan. Hukum pidana positif menilai akibat sebagai elemen objektif. Semakin berat akibat, semakin berat ancaman pidana. Konstruksi ini mencerminkan asas proporsionalitas.

Kesengajaan merupakan unsur subjektif yang melekat dalam delik ini. Kesengajaan tidak harus dibuktikan melalui pengakuan. Sikap batin pelaku dapat ditarik dari perbuatan lahiriah. Kekerasan berulang dan terarah menunjukkan kehendak. Konstruksi ini sejalan dengan doktrin hukum pidana.

Dalam wawancara, hakim menyatakan bahwa penggunaan alat dan kekerasan berulang menunjukkan adanya kehendak untuk menyakiti korban. Pendekatan ini digunakan untuk menilai unsur subjektif secara objektif. Konstruksi tersebut sejalan dengan doktrin hukum pidana positif.

Hukum pidana positif Indonesia mengenal sistem pertanggungjawaban individual. Kebersamaan tidak menghapus kesalahan pribadi. Setiap pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Prinsip ini dikenal sebagai asas personalitas pidana. Konstruksi Pasal 170 tetap tunduk pada asas tersebut.

Penyertaan dalam hukum pidana menjadi dasar pertanggungjawaban kolektif. Semua pelaku yang turut serta dipidana sebagai pelaku. Tidak diperlukan pembedaan pelaku utama dan pembantu. Pendekatan ini menghindari ketimpangan keadilan. Konstruksi ini banyak digunakan dalam delik kekerasan bersama.

Sistem pembuktian dalam perkara kekerasan bersama menganut sistem negatif wettelijk. Hakim harus mendasarkan putusan pada alat bukti yang sah dan keyakinan. Alat bukti harus saling bersesuaian. Keyakinan hakim tidak boleh berdiri sendiri. Konstruksi ini menjaga objektivitas peradilan.

Keterangan saksi memiliki peran penting dalam pembuktian delik ini. Kekerasan bersama sering terjadi di hadapan orang lain. Saksi membantu merekonstruksi peristiwa pidana. Konsistensi keterangan menjadi faktor utama penilaian hakim. Konstruksi hukum memberikan bobot besar pada alat bukti saksi.

Visum et repertum menjadi alat bukti penting untuk membuktikan akibat luka. Bukti medis bersifat objektif dan ilmiah. Hukum pidana positif mengakui visum sebagai alat bukti surat. Hubungan kausal antara perbuatan dan luka harus dibuktikan. Konstruksi ini memperkuat kepastian hukum.

Tujuan pemidanaan dalam delik kekerasan bersama tidak semata-mata bersifat pembalasan. Hakim mempertimbangkan dampak sosial dari perbuatan kekerasan kolektif.
 Dalam wawancara, hakim menyampaikan bahwa kekerasan bersama berpotensi memicu konflik lanjutan di masyarakat. Oleh karena itu pidana dijatuhkan sebagai sarana pencegahan umum dan khusus. Pandangan ini memengaruhi konstruksi pemidanaan dalam praktik peradilan.

Konstruksi hukum Pasal 170 KUHP juga bersifat adaptif terhadap perkembangan sosial. Kekerasan kolektif dapat terjadi dalam berbagai konteks. Norma pidana tetap relevan untuk menjangkaunya. Fleksibilitas penafsiran menjadi kunci penerapan. Konstruksi ini menjaga keberlanjutan hukum pidana. Hukum pidana positif Indonesia menempatkan hakim sebagai pelaksana dan penafsir norma. Hakim tidak hanya membaca teks undang-undang. Nilai keadilan dan kemanfaatan turut dipertimbangkan. Putusan menjadi sarana konkretisasi norma. Konstruksi ini menegaskan peran strategis hakim.

C. 
Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Para Terdakwa
Pertimbangan hakim merupakan bagian terpenting dalam sebuah putusan pidana. Pertimbangan tersebut mencerminkan cara hakim menilai fakta, hukum, dan keadilan. Putusan pidana tidak hanya berisi amar, tetapi juga alasan yang mendasarinya.
 Oleh karena itu analisis pertimbangan hakim menjadi penting dalam penelitian hukum. Perkara Nomor 1935/Pid.B/2025/PN Mdn memberikan gambaran konkret mengenai hal tersebut.
Pertimbangan hakim dalam perkara ini diawali dengan penilaian terhadap dakwaan Penuntut Umum. Hakim terlebih dahulu menilai bentuk dakwaan yang bersifat alternatif. Berdasarkan fakta persidangan, hakim memilih dakwaan alternatif pertama. Pemilihan tersebut didasarkan pada terpenuhinya unsur akibat luka.
 Dalam wawancara, hakim menyatakan bahwa pemilihan dakwaan dilakukan berdasarkan kecermatan terhadap fakta hukum.

Pertimbangan yuridis hakim dimulai dari penguraian unsur-unsur Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP. Setiap unsur dibahas secara sistematis dan terpisah. Hakim memastikan tidak ada unsur yang terlewatkan. Pendekatan ini bertujuan menghindari kekeliruan penerapan hukum.
 Dalam wawancara, hakim menegaskan bahwa metode ini merupakan standar dalam pemeriksaan perkara pidana.

Unsur “barang siapa” dipertimbangkan untuk memastikan subjek hukum. Hakim memeriksa identitas para terdakwa secara cermat. Tidak ditemukan kesalahan mengenai orang yang diadili. Hal ini penting untuk mencegah error in persona. Hakim dalam wawancara menyatakan bahwa unsur ini bersifat mendasar namun tidak boleh diabaikan.

Unsur “di muka umum” dinilai berdasarkan lokasi dan sifat perbuatan. Warung kopi tempat kejadian merupakan ruang publik. Perbuatan dilakukan secara terang-terangan tanpa upaya menyembunyikan. Hakim menilai unsur ini dari keterangan saksi dan terdakwa. Dalam wawancara, hakim menyebutkan bahwa unsur ini berkaitan langsung dengan perlindungan ketertiban umum.

Unsur “bersama-sama” menjadi fokus utama dalam pertimbangan hakim. Hakim menilai adanya lebih dari satu pelaku yang terlibat aktif. Tidak diperlukan pembagian peran secara rinci. Kehadiran dan partisipasi fisik sudah cukup untuk membuktikan kebersamaan. Dalam wawancara, hakim menegaskan bahwa pendekatan ini penting agar pelaku kekerasan kolektif tidak lolos dari pertanggungjawaban.

Unsur kekerasan dinilai dari tindakan fisik yang dilakukan para terdakwa. Kekerasan dilakukan dengan menggunakan alat yang dapat melukai. Hakim menilai kekerasan tersebut nyata dan tidak terbantahkan. Penilaian ini didukung oleh keterangan saksi dan barang bukti. Hakim dalam wawancara menyatakan bahwa kekerasan berulang menunjukkan intensitas perbuatan.

Akibat luka menjadi dasar utama penerapan ayat pemberatan. Hakim merujuk Visum et Repertum sebagai alat bukti medis. Luka yang dialami korban dinilai cukup serius. Hubungan sebab akibat antara perbuatan dan luka dinyatakan jelas. Dalam wawancara, hakim menyebutkan bahwa visum memiliki bobot pembuktian yang sangat penting.

Pertimbangan hukum hakim merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu putusan pengadilan, karena pertimbangan tersebut menjadi dasar rasional dan yuridis bagi hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa serta jenis dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Pertimbangan hukum hakim harus disusun secara sistematis, objektif, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Dalam menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa, hakim terlebih dahulu mempertimbangkan aspek yuridis yang berkaitan dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum. Hakim menilai apakah perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam pasal-pasal yang didakwakan, berdasarkan alat bukti yang sah dan keyakinan hakim.

Pertimbangan hukum hakim juga mencakup penilaian terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan. Hakim menilai kesesuaian antara keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, petunjuk, dan barang bukti. Alat bukti tersebut harus saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain sehingga membentuk keyakinan hakim mengenai kebenaran peristiwa pidana yang didakwakan.

Selain itu, hakim mempertimbangkan peran masing-masing terdakwa dalam tindak pidana yang dilakukan. Apabila terdapat lebih dari satu terdakwa, hakim menilai secara individual keterlibatan setiap terdakwa, apakah sebagai pelaku utama, turut serta, atau pembantu. Penilaian ini penting karena berpengaruh terhadap tingkat kesalahan dan pertanggungjawaban pidana masing-masing terdakwa.

Pertimbangan hukum hakim tidak hanya terbatas pada aspek yuridis, tetapi juga mencakup aspek nonyuridis. Aspek nonyuridis meliputi latar belakang terdakwa, kondisi sosial dan ekonomi, sikap terdakwa selama persidangan, serta akibat perbuatan terdakwa terhadap korban dan masyarakat. Pertimbangan ini digunakan untuk mencapai keadilan yang bersifat substantif.

Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan dapat berupa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, dilakukan secara berulang, atau menimbulkan kerugian yang besar. Sementara itu, hal-hal yang meringankan dapat berupa terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, atau belum pernah dihukum sebelumnya.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus memperhatikan tujuan pemidanaan. Pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk menghukum terdakwa, tetapi juga untuk memberikan efek jera, melindungi masyarakat, serta mencegah terulangnya tindak pidana di kemudian hari. Oleh karena itu, pidana yang dijatuhkan harus seimbang antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Dengan demikian, pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa merupakan hasil dari penilaian menyeluruh terhadap aspek yuridis dan nonyuridis, fakta-fakta persidangan, serta tujuan pemidanaan. Pertimbangan tersebut menjadi landasan utama agar putusan yang dijatuhkan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan mencerminkan rasa keadilan bagi semua pihak.

Kesengajaan para terdakwa ditarik dari rangkaian perbuatan sebelum dan saat kejadian. Para terdakwa mendatangi korban dengan membawa alat. Kekerasan dilakukan berulang kali dan terarah. Hakim menyimpulkan adanya kehendak untuk melakukan kekerasan. Dalam wawancara, hakim menyatakan bahwa kesengajaan jarang dibuktikan secara eksplisit, tetapi disimpulkan secara logis.

Pertimbangan hakim juga mencakup penilaian terhadap alat bukti. Keterangan saksi dinilai konsisten satu sama lain. Pengakuan terdakwa memperkuat pembuktian. Barang bukti memiliki keterkaitan langsung dengan perbuatan. Hakim menegaskan bahwa keyakinan dibangun dari kesesuaian seluruh alat bukti. Pertimbangan sosiologis turut memengaruhi penjatuhan putusan. Kekerasan bersama dinilai berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat. Hakim mempertimbangkan dampak sosial dari perbuatan terdakwa. Konflik yang melatarbelakangi perbuatan tidak dijadikan pembenar. Hakim menyatakan bahwa hukum harus menghentikan eskalasi kekerasan sosial.

Penetapan masa tahanan yang dikurangkan dari pidana menunjukkan kepatuhan pada hukum acara. Hakim memastikan hak-hak terdakwa tetap terlindungi. Penahanan sebelumnya dinyatakan sah. Hakim mempertimbangkan aspek prosedural secara cermat. Dalam wawancara, hakim menegaskan pentingnya perlindungan hak terdakwa.

Pertimbangan hakim menunjukkan penerapan asas legalitas secara konsisten. Putusan tidak keluar dari dakwaan Penuntut Umum. Pasal yang diterapkan sesuai dengan fakta. Tidak terdapat analogi yang merugikan terdakwa. Hakim menegaskan pentingnya kepastian hukum. Hakim tidak menitikberatkan pada satu aspek saja. Pendekatan ini mencerminkan hukum yang hidup. Hakim menyatakan bahwa keseimbangan tersebut menjadi prinsip utama.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil pembahasan maka kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penerapan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP Majelis Hakim secara sistematis menguraikan dan membuktikan seluruh unsur delik, mulai dari unsur subjek hukum, perbuatan dilakukan di muka umum, dilakukan secara bersama-sama, penggunaan kekerasan, hingga akibat berupa luka pada korban. Fakta-fakta persidangan yang didukung oleh keterangan saksi, pengakuan terdakwa, alat bukti, serta visum et repertum menjadi dasar keyakinan hakim. Oleh karena itu, penerapan pasal tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.
2. Bahwa kontruksi hukum untuk melindungi ketertiban umum dari kekerasan kolektif yang memiliki potensi gangguan sosial lebih luas. Hukum pidana positif tidak mensyaratkan adanya pembagian peran yang rinci antar pelaku, melainkan cukup adanya keterlibatan aktif secara bersama-sama. Konstruksi ini didukung oleh doktrin hukum pidana dan diterapkan secara konsisten dalam praktik peradilan, termasuk dalam perkara a quo.
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Pertimbangan Hakim terhadap tindak pidana kekerasan secara bersama-sama tidak hanya berfokus pada pemenuhan unsur delik, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial perbuatan, perlindungan terhadap korban, serta keadilan bagi para terdakwa. Hasil wawancara dengan hakim menunjukkan bahwa putusan dijatuhkan secara proporsional dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Dengan demikian, pertimbangan hakim mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.
B. Saran

1. Hakim disarankan untuk terus menerapkan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dengan menguraikan dan membuktikan seluruh unsur delik secara sistematis dan menyeluruh, mulai dari unsur subjek hukum, perbuatan yang dilakukan di muka umum, dilakukan secara bersama-sama, penggunaan kekerasan, hingga akibat yang ditimbulkan. Penilaian terhadap fakta persidangan hendaknya didasarkan pada alat bukti yang sah, keterangan saksi, pengakuan terdakwa, serta visum et repertum guna memperkuat keyakinan hakim secara yuridis.
2. Hakim diharapkan tetap konsisten dalam menerapkan konstruksi hukum Pasal 170 KUHP yang tidak mensyaratkan adanya pembagian peran secara rinci antar pelaku, sepanjang terbukti adanya keterlibatan aktif dan kesatuan kehendak dalam melakukan kekerasan secara bersama-sama. Pendekatan ini penting untuk menjaga fungsi hukum pidana dalam melindungi ketertiban umum dari kekerasan kolektif yang berpotensi menimbulkan gangguan sosial yang lebih luas.
3. Dalam menjatuhkan putusan, Hakim disarankan untuk mempertimbangkan secara proporsional antara pemenuhan unsur delik dengan dampak sosial perbuatan, perlindungan terhadap korban, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan dapat mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sesuai dengan tujuan pemidanaan.
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku

Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.

Ahmad Ali. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta: Kencana, 2021.

Andi Hamzah. KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad. Jakarta: Rineka Cipta, 2020.

Andi Sofyan dan Nur Azisa. Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Rangkang Education, 2019.

Bambang Sunggono. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.

Barda Nawawi Arief. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020.

Barda Nawawi Arief. Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2019.

Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana, 2019.

Dwidja Priyatno. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2020.

Gustav Radbruch. Rechtsphilosophie, translated by Ahmad Ali. Jakarta: Kencana, 2020.

Jan Remmelink. Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.

Johnny Ibrahim. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2020.

Lawrence M. Friedman. The Legal System: A Social Science Perspective, translated by M. Khozim. Bandung: Nusa Media, 2021.

Lilik Mulyadi. Hukum Acara Pidana Indonesia: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya. Bandung: Alumni, 2021.

M. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Mardjono Reksodiputro. Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi). Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2020.

Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.

Muladi. Lembaga Pidana Bersyarat. Bandung: Alumni, 2018.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni, 2018.

Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2021.

Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati. Argumentasi Hukum. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020.

R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 2019.

Ronny Hanitijo Soemitro. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2019.

Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020.

Satochid Kartanegara. Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2018.

Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2019.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.

Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019.

Teguh Prasetyo. Hukum Pidana. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.

B. Jurnal

Ahmad Sianturi. "Analisis Normatif Pasal 170 KUHP dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia". Jurnal Hukum Pidana Indonesia, Vol. 15, No. 2 (2019): 45-67.

Andi Pratama dan Budi Santoso. “Disparitas Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-Sama yang Mengakibatkan Kematian”. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 5, No. 2 (2025): 89–104.

Dewi Lestari. “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pengeroyokan Berdasarkan Pasal 170 KUHP”. Rechtsnormen, Vol. 4, No. 1 (2022): 21–35.

Fahmi Kurniawan. “Pertimbangan Hakim Yudex Factie dalam Perkara Tindak Pidana Pengeroyokan”. Kalam Keadilan, Vol. 3, No. 2 (2022): 140–156.

Muhammad Iqbal. “Pertimbangan Hakim dalam Putusan Bebas Perkara Kekerasan Secara Bersama-Sama”. Panah Keadilan, Vol. 6, No. 2 (2023): 98–113.

Nur Aini. “Implementasi Pasal 170 KUHP tentang Kekerasan Secara Bersama-Sama terhadap Orang di Muka Umum”. Jurnal de Jure, Vol. 21, No. 1 (2021): 55–70.

Rizki Ramadhan. “Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Pasal 170 KUHP terhadap Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-Sama”. Jurnal Referendum, Vol. 1, No. 3 (2024): 112–125.

Siti Nurhaliza. “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Pengeroyokan”. Jurnal Pro Justitia, Vol. 2, No. 1 (2021): 33–48.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

D. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1935/Pid.B/2025/PN Mdn.

E. Dokumen dan Laporan

Badan Pusat Statistik. Statistik Kriminal Indonesia 2020-2023. Jakarta: BPS, 2024.

Kementerian Hukum dan HAM RI. Naskah Akademik RUU KUHP. Jakarta: Kemenkumham, 2019.

World Health Organization. Global Status Report on Violence Prevention 2023. Geneva: WHO Press, 2023.

Daftar Pertanyaan Wawancara
Narasumber
Hakim Ketua Pengadilan Negeri Medan

Dasar Wawancara
Pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 1935/Pid.B/2025/PN Mdn
Pertanyaan 1

Apa pertimbangan utama Hakim Ketua dalam memutus perkara pidana berdasarkan Pasal 365 ayat (2) KUHP?

Jawaban:
Pertimbangan utama hakim adalah memastikan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 365 ayat (2) KUHP. Hakim menegaskan bahwa tanpa terpenuhinya seluruh unsur delik, pemidanaan tidak dapat dijatuhkan.

Pertanyaan 2

Mengapa pemenuhan seluruh unsur delik menjadi hal yang menentukan dalam penjatuhan pidana?

Jawaban:
Karena apabila seluruh unsur delik tidak terpenuhi, maka pemidanaan tidak dapat dijatuhkan kepada terdakwa.

Pertanyaan 3

Bagaimana cara hakim melakukan analisis terhadap unsur-unsur delik dalam perkara tersebut?

Jawaban:
Analisis unsur dilakukan secara berlapis dan mendalam untuk memastikan terpenuhinya seluruh unsur delik.

Pertanyaan 4

Apa tujuan dari analisis unsur yang dilakukan secara berlapis dan mendalam tersebut?

Jawaban:
Pendekatan analisis unsur tersebut bertujuan untuk menjaga kepastian hukum bagi terdakwa.

Pertanyaan 5

Apakah pendekatan analisis unsur tersebut tercermin dalam putusan yang dijatuhkan?

Jawaban:
Ya, pendekatan tersebut tercermin secara jelas dalam struktur pertimbangan putusan.

Pertanyaan 6

Bagaimana pertimbangan hakim terhadap unsur “barang siapa” dalam perkara ini?

Jawaban:
Unsur “barang siapa” dipertimbangkan dengan menilai identitas dan kapasitas terdakwa sebagai subjek hukum.
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Apa yang menjadi dasar penilaian hakim terhadap kapasitas terdakwa sebagai subjek hukum?
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Hakim menyatakan bahwa terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pertanyaan 8

Bagaimana pandangan hakim mengenai kemampuan bertanggung jawab terdakwa?

Jawaban:
Dalam wawancara, hakim menegaskan bahwa kemampuan bertanggung jawab merupakan syarat dalam pertanggungjawaban pidana.
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